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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah untuk
Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat

Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja
ini.

Purwodadi, // Februari 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan




KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini
merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-
2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-
2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang
berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban
kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah. Kinerja Sekretariat Daerah diukur
atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.
Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,
masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan
sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran
kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun




selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan

dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Purwodadi, 11 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
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A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat
Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat
daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan
Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal
tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah
ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 60 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati,
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah

mempunyai fungsi :

e pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

e pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

e pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

e pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat
Daerah, dan

e pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan
diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Sekretaris Daerah sebagai
pimpinan, yang dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Ahli Bupati. Berikut bagan struktur

organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
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C. Isu Strategis Perangkat Daerah
Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima)
tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Daerah periode 2021-2026
sebagai berikut :
1. Masih rendahnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaran tata pemerintahan,

otonomi daerah dan administrasi kewilayahan;
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2. Belum optimalnya penyusunan kebijakan pemerintahan dan produk hukum daerah
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Masih rendahnya hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan
stakeholder;

4. Masih rendahnya sinergitas pemangku kebijakan dalam bidang perekonomian
daerah, sumber daya alam, pertambangan dan energi, pengelolaan/kelestarian
lingkungan hidup serta Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan;

5. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat,
kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, olahraga,
pariwisata dan penanganan masalah sosial;

6. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penanganan permasalahan sosial;

7. Belum optimalnya sistem pengadaan barang dan jasa guna mendapatkan kebutuhan
barang dan jasa terbaik bagi unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan;

8. Belum optimalnya sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan
pelayanan publik dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;

9. Masih lemahnya koordinasi antar bagian pada Sekretariat Daerah dalam
perencanaan dan penyusunan anggaran;

10.Belum optimalnya mekanisme pelayanan tamu Pimpinan; dan

11.Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan SDM di bidang
penyelenggaraan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta internal
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat
Daerah periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi
Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024
sebagai berikut :

1. Masih rendahnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaran tata pemerintahan,
otonomi daerah dan administrasi kewilayahan;

2. Belum optimalnya penyusunan kebijakan pemerintahan dan produk hukum daerah

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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3. Masih rendahnya sinergitas pemangku kebijakan dalam bidang perekonomian
daerah, sumber daya alam, pertambangan dan energi, pengelolaan/kelestarian
lingkungan hidup serta Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan;

4. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat,
kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, olahraga,
pariwisata dan penanganan masalah sosial,

5. Belum optimalnya sistem pengadaan barang dan jasa guna mendapatkan kebutuhan
barang dan jasa terbaik bagi unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan;

6. Belum optimalnya sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan
pelayanan publik dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;

7. Masih lemahnya koordinasi antar bagian pada Sekretariat Daerah dalam
perencanaan dan penyusunan anggaran;

8. Belum optimalnya mekanisme pelayanan tamu Pimpinan; dan

9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan SDM di bidang
penyelenggaraan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, serta internal

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

D. Landasan Hukum
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan
hukum sebagai berikut :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-
2026;
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

E. Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :
BAB | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi
SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV  PENUTUP




BAB II
PERENCANAAN KINERJA
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu
5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan
dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan
bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-
2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten
Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,
Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
dan stakeholder.
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Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tersebut akan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan
yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas
yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman

dan Berbudaya”

2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun
2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
Misil : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
Misi 3 : Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara
Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam
Kehidupan Masyarakat
Misi5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam

Kehidupan Masyarakat
Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah mengacu pada Misi ke-4, yaitu:
Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

3. Tujuan dan Sasaran
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Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil

yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan

Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut

perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah

Kabupaten Grobogan sebagai berikut :
Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN INKEIJII\IKEAI‘Q-SaR 5
022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
@) ) (3) (4) G 1 6 [ @6 [ ©
1 | Meningkatkan Indeks Reformasi| B (67) | B(69) | BB (71) | BB (73) | BB (75)
penyelenggaraan Birokrasi (RB)
pemerintahan yang
baik dan dukungan
administrasi dalam | 1.1 | Terwujudnya Nilai SAKIP 65 68 70.10 72 73.5
mendorong administrasi  dan
perekonomian dan kelembagaan yang
permanganic daerah. efektif efisien. Rata-rata Nilai B B B B B
IKM (76,70) | (77,20) | (77,70) | (78,70) | (79,70)
1.2 | Terwujudnya fungsi | Status Kinerja | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi
koordinasi LPPD (3,41) (3,42) (3,43) (3,44) (3,45)
penyelenggaraan
pemerintahan &
kesejahteraan
rakyat.
1.3 | Terwujudnya fungsi | Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
koordinasi implementasi
penyelenggaraan kebijakan bidang

11




y 4

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN

KINERJA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

2026

@) (2) (©) (4) (5) (6) @) (8)

9)

perekonomian dan | perekonomian

pembangunan.

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat

Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama

— W4

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

— L

TUJUAN/ PENJELASAN
INDIKATOR
NO|  SASARAN I SATUAN DEFINISI FORMULASI/RUMUS SUMBER
STRATEGIS OPERASIONAL PERHITUNGAN DATA

1. | Meningkatkan Indeks Skor Indeks  Reformasi|Hasil akumulasi nilai RB |Kementerian
penyelenggaraan Reformasi Birokrasi diperoleh | General dan RB Tematik PAN RB
pemerintahan Birokrasi dari hasil evaluasi
yang baik dan dari Kementerian
dukungan PAN RB
administrasi
dalam mendorong
perekonomian
dan
pembangunan
daerah.

1.1 | Terwujudnya 1.1 | Nilai SAKIP Skor Nilai SAKIP [Hasil akumulasi nilai evaluasi| Kementerian
administrasi dan diperoleh dari hasil [dari kementerian PAN RB dari| PAN RB
kelembagaan evaluasi dari | empat komponen

-Komponen Perencanaan 30
13
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dan

pembangunan

perekonomian

adalah

perbandingan

x 100

yang efektif Kementerian  PAN |-Komponen Pengukuran 30
efisien. RB -Komponen Pelaporan 15
-Komponen Evaluasi Internal 25
1.2 | Rata-rata Nilai | Skor Indeks  Kepuasan | Rata-rata nilai IKM Perangkat| Nilai IKM
IKM Masyarakat daerah Perangkat
diperoleh dari hasil Daerah
survei  responden
atas pendapatnya
dalam memperoleh
pelayanan.
1.2 | Terwujudnya 2.1 | Status Kinerja | Skor Status kinerja LPPD | Status kinerja penyelenggaraan | Hasil EPPD
fungsi koordinasi LPPD adalah kategori skor | pemerintahan daerah
penyelenggaraan yang didapat dari|(Rendah/Sedang/Tinggi)
pemerintahan & hasil Evaluasi
kesejahteraan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1.3 | Terwujudnya 3.1 | Persentase Persentase | Presentase Jumlah kebijakan bidang Produk
fungsi koordinasi implementasi implementasi perekonomian yang Hukum di
penyelenggaraan kebijakan kebijakan bidang | diimplementasi / jumlah Bidang
perekonomian bidang perekonomian kebijakan bidang perekonomian | Perekonomian

— L
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antara Kebijakan di
bidang
perekonomian yang
terimplementasi
terhadap seluruh
kebijakan di bidang

perekonomian

Sumber : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 051.2/157/2022 tentang Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026
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Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan

B. Rencana Kerja Tahun 2024

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat
daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam
dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 :
Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Grobogan

INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN SAT. | TARGET
KINERJA
(1) 2) 3) (4) ) (6)
1 | Meningkatkan Indeks Reformasi| Skor | BB (71)
penyelenggaraan Birokrasi
pemerintahan yang | 1.1 | Terwujudnya Nilai SAKIP Skor BB
baik dan dukungan administrasi  dan (70,10)
administrasi - dalam kelembagaan Rata-rata  Nilai| Skor | B (77,70)
mendorong yang efektif | KM
perekonomian dan efisien.
pembangunan 1.2 | Terwujudnya Status Kinerja Skor | Tinggi
daerah. fungsi  koordinasi|| ppp (3,43)
penyelenggaraan
pemerintahan &
kesejahteraan
rakyat.
1.3 | Terwujudnya Persentase % 100%
fungsi koordinasi | Mplementasi
kebijakan bidang
penyelenggaraan perekonomian
perekonomian dan
pembangunan.

Sumber: Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2024

— 4
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Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat
berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak
ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Sekretariat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024,
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 5 bulan Januari
tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat daerah Kabupaten
Grobogan dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
NO SATUAN | TARGET
STRATEGIS KINERJA
1 2 3 4 5

1 | Meningkatkan penyelenggaraan | Indeks Reformasi Skor B (71,00)
pemerintahan yang baik dan |Birokrasi
dukungan administrasi dalam
mendorong perekonomian dan
pembangunan daerah.

1.1 | Terwujudnya administrasi dan | Nilai SAKIP Skor BB (70,10)
kelembagaan yang efektif

efisien. Rata-rata Nilai IKM Skor B (77,70)
1.2 | Terwujudnya fungsi koordinasi | Status Kinerja LPPD Skor Tinggi
penyelenggaraan pemerintahan (3,43)
dan kesejahteraan rakyat.
17
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1.3 | Terwujudnya fungsi koordinasi |Persentase % 100%
implementasi
kebijakan bidang
perekonomian

penyelenggaraan

perekonomian dan

pembangunan.

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program
dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten

Grobogan :
Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024
PROGRAM/ ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN (Rp.)
1 2 3 4 5
1 | Program Penunjang Nilai SAKIP Kabupaten BB (70.10) 43.449.297.194,-
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
1.1 | Perencanaan, Nilai SAKIP OPD BB (70.10) 175.228.4000,-
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.2 | Administrasi Keuangan | Prosentase tindak lanjut atas 100% 17.630.774.000,-
Perangkat Daerah temuan BPK dan Inspektorat
1.3 | Administrasi Umum | Persentase pemenuhan 100% 12.366.758.500,-
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
1.4 | Pengadaan Barang Milik | Persentase Pengadaan 100% 2.991.518000,-
Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah
Urusan Pemerintah | Penunjang Urusan
Daerah Pemerintah Daerah Tepat
Waktu
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PROGRAM/ ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN (Rp.)
1 2 3 4 5
1.5 | Penyediaan Jasa | Persentase pemenuhan 100% 4.206.842.000,-
Penunjang Urusan | kebutuhan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
1.6 | Pemeliharaan Barang | Persentase Barang Milik 100% 3.215.968.800,-
Milik Daerah Penunjang | Daerah Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan | Pemerintahan Daerah yang
Daerah terpelihara
1.7 | Administrasi Keuangan | Persentase Pelayanan 100% 1.315.618.994,-
dan Operasional Kepala | Administrasi Keuangan dan
Daerah dan Wakil Kepala | Operasional Kepala Daerah
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
tepat waktu
1.8 | Penataan Organisasi Persentase Perangkat 90% 936.368.500,-
Daerah dengan
skor/peringkat AKIP minimal
Baik (skor >60,00)
1.9 | Pelaksanaan Protokol | Persentase fasilitasi 100% 610.022.000,-
dan Komunikasi Pimpinan | kebutuhan kedinasan bagi
unsur  pimpinan  daerah
dibidang keprotokolan,
komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi
2 | Program Pemerintahan | Status Kinerja LPPD Tinggi 15.033.925.700,-
dan Kesejahteraan
Rakyat
2.1 | Administrasi Tata | Persentase administrasi 100% 1.177.598.200,-
Pemerintahan pemerintahan Perangkat
Daerah kondisi baik

y 4
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PROGRAM/ ANGGARAN
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN (Rp.)
1 2 3 4 5
2.2 | Pelaksanaan Kebijakan | Persentase implementasi 100% 13.321.877.300,-
Kesejahteraan Rakyat kebijakan kesejahteraan
rakyat
2.3 | Fasilitasi dan Koordinasi | Persentase terlaksananya 100% 477.450.000,-
Hukum kajian, pelayanan  dan
informasi hukum
2.4 | Fasilitasi Kerjasama | Persentase 100% 57.000.200,-
Daerah terselenggaranya Kerjasama
daerah yang baik
3 | Program Perekonomian | Persentase Implementasi 100% 2.764.047.700,-
dan Pembangunan Kebijakan Bidang
Perekonomian
3.1 | Pelaksanaan Kebijakan | Persentase Implementasi 100% 354.252.700,-
Perekonomian Kebijakan Bidang
Perekonomian
3.2 | Pelaksanaan Administrasi | Persentase OPD yang tertib 100% 300.000.000,-
Pembangunan administrasi pembangunan
3.3 | Pengelolaan Pengadaan | Persentase pengadaan 100% 490.000.000,-
Barang dan Jasa barang/jasa yang baik dan
sesuai ketentuan di
Kabupaten Grobogan
3.4 | Pemantauan Kebijakan | Persentase Kebijakan 100% 1.619.795.000,-

Sumber Daya Alam

Bidang Sumber Daya Alam

yang terimplementasi

Jumlah Anggaran Tahun 2024

61.247.270.594,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

y 4
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_V
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai
berikut:
1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.
Pada tanggal 1 bulan November tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian
Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi

pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)

dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024
NO TUJUANISASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET
STRATEGIS
2 3 4 5
1 | Meningkatkan Indeks Reformasi Skor B (71,00)
penyelenggaraan Birokrasi

pemerintahan yang baik dan
dukungan administrasi dalam
mendorong perekonomian
dan pembangunan daerah.

1.1 | Terwujudnya administrasi dan | Nilai SAKIP Skor BB (70,10)

kelembagaan yang efektif

ofisien. Rata-rata Nilai IKM Skor B (77,70)
1.2 | Terwujudnya fungsi koordinasi | Status Kinerja LPPD Skor Tinggi
penyelenggaraan (3,43)
pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat.
21
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1.3

Terwujudnya fungsi koordinasi
penyelenggaraan
perekonomian dan

pembangunan.

Persentase
implementasi
kebijakan bidang
perekonomian

%

100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA | TARGET ANCEE:;?AN
1 2 3 4 5
1 | Program Penunjang | Nilai SAKIP BB 47.212.929.300,-
Urusan Pemerintahan | Kabupaten (70.10)
Daerah Kabupaten/Kota
1.1 | Perencanaan, Nilai SAKIP OPD BB 175.228.4000,-
Penganggaran, dan Evaluasi (70.10)
Kinerja Perangkat Daerah
1.2 | Administrasi Keuangan | Prosentase tindak lanjut 100% 17.395.625.000,-
Perangkat Daerah atas temuan BPK dan
Inspektorat
1.3 | Administrasi Kepegawaian | Persentase 100% 50.000.000,-
Perangkat Daerah penyelesaian dokumen
administrasi
kepegawaian tepat
waktu
1.4 | Administrasi Umum | Persentase pemenuhan 100% 13.993.167.300,-
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah

— 4
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NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA | TARGET ANCEE:?AN
1 2 3 4 5
1.5 | Pengadaan Barang Milik | Persentase Pengadaan 100% 4.022.147.400,-
Daerah Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Tepat Waktu
1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase pemenuhan 100% 4.378.424.400,-
Urusan Pemerintahan | kebutuhan Jasa
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.7 | Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Barang 100% 3.674.553.400,-
Daerah Penunjang Urusan | Milik Daerah Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang terpelihara
1.8 | Administrasi Keuangan dan | Persentase Pelayanan 100% 1.340.788.000,-
Operasional Kepala Daerah | Administrasi Keuangan
dan Wakil Kepala Daerah dan Operasional Kepala
Daerah dan  Wakil
Kepala Daerah tepat
waktu
1.9 | Penataan Organisasi Persentase Perangkat 90% 1.572.775.400,-
Daerah dengan
skor/peringkat AKIP
minimal  Baik  (skor
>60,00)
1.10 | Pelaksanaan Protokol dan | Persentase fasilitasi 100% 610.022.000,-
Komunikasi Pimpinan kebutuhan kedinasan
bagi unsur pimpinan
23
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NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA | TARGET ANCEE:?AN
1 2 3 4 5
daerah dibidang
keprotokolan,
komunikasi  pimpinan,
dan dokumentasi
2 | Program Pemerintahan | Status Kinerja LPPD Tinggi 16.029.696.700,-
dan Kesejahteraan Rakyat
2.1 | Administrasi Tata | Persentase administrasi 100% 1.240.369.200,-
Pemerintahan pemerintahan
Perangkat Daerah
kondisi baik
2.2 | Pelaksanaan Kebijakan | Persentase 100% 14.209.877.300,-
Kesejahteraan Rakyat implementasi kebijakan
kesejahteraan rakyat
2.3 | Fasilitasi dan Koordinasi | Persentase 100% 522.450.000,-
Hukum terlaksananya  kajian,
pelayanan dan
informasi hukum
2.4 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Persentase 100% 57.000.200,-
terselenggaranya
Kerjasama daerah yang
baik
3 | Program Perekonomian | Persentase 100% 1.744.252.700,-
dan Pembangunan Implementasi
Kebijakan Bidang
Perekonomian

— 4
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NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA | TARGET ANCZS:?AN
1 2 3 4 5
3.1 | Pelaksanaan Kebijakan | Persentase 100% 354.252.700,-
Perekonomian Implementasi Kebijakan
Bidang Perekonomian
3.2 | Pelaksanaan = Administrasi | Persentase OPD yang 100% 300.000.000,-
Pembangunan tertib administrasi
pembangunan
3.3 | Pengelolaan Pengadaan | Persentase pengadaan 100% 490.000.000,-
Barang dan Jasa barang/jasa yang baik
dan sesuai ketentuan di
Kabupaten Grobogan
3.4 | Pemantauan Kebijakan | Persentase Kebijakan 100% 600.000.000,-
Sumber Daya Alam Bidang Sumber Daya
Alam yang
terimplementasi
Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2024 64.986.878.700,-
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah

perubahan)

— 4
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan yang
dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan
sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat
Daerah Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara

y 4 2




— W4

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.
Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen

realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

(positif), maka digunakan rumus :

Realisasi
——— x 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

rendah (negatif), maka digunakan rumus :

Target — (Realisasi — Target
get— ( 929 . 100%

Target

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis
pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan
kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/lnterpretasi Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Tinggi 91 <100

2 Tinggi 76 <90

3 Sedang 66 <75

4 Rendah 51 <65

5 Sangat Rendah <50
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Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-
masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026
maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat

Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan juga
melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja
utama Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukan hasil sebagai
berikut:
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1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Indikator L % _
No. o Target | Realisasi _ Kategori Sumber Data
Kinerja Capaian
1 Tujuan Indeks BB (71) | BB (73,86) 104,02 Sangat Surat dari KemenPAN

Meningkatkan Reformasi (Nilai Tinggi & RB Nomor
penyelenggaraan Birokrasi (RB) Realisasi B/235/RB.06/2024
pemerintahan yang Tahun tentang Hasil Evaluasi
baik dan dukungan 2023) Pelaksanaan
administrasi dalam Reformasi Birokrasi
mendorong Tahun 2023
perekonomian dan
pembangunan
daerah.

1.1 | Terwujudnya Nilai SAKIP BB B (64,25) 91,65 Sangat Surat dari KemenPAN
administrasi dan (70.10) Tinggi & RB nomor
kelembagaan yang B/251/AA.05/2024
efektif efisien. tentang Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2024
Rata-rata Nilai B A (91,47) 117,72 Sangat Laporan Survei
IKM (77,70) Tinggi Kepuasan Masyarakat
Tahun 2024

1.2 | Terwujudnya fungsi | Status Kinerja | Tinggi Sedang 99,33 Sangat Keputusan Menteri
koordinasi LPPD (3,43) | (3,4071) Tinggi | Dalam Negeri Nomor
penyelenggaraan o
pemerintahan & (Nilai 100.2.1.7-6646 Tahun
kesejahteraan Realisasi 2023 tentang Hasil
rakyat. Tahun Evaluasi

2022) Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Secara Nasional

y 4
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Tujuan/ Sasaran Indikator L % _
No. o Target | Realisasi _ Kategori Sumber Data
Kinerja Capaian
Tahun 2023
Berdasarkan LPPD
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Tahun 2022
1.3 | Terwujudnya fungsi | Persentase 100% 100% 100 Sangat Peraturan Menteri
koordinasi implementasi Tinggi Keuangan Nomor
penyelenggaraan kebijakan 215/PMK.07/2021
perekonomian  dan | bidang 5 07120

pembangunan.

perekonomian

Tahun 2021 tentang
Penggunaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil

Tembakau

Keppres No.23 Tahun
2017 tentang Tim
Pengendalian Inflasi

Nasional

Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penyertaan
Modal Pemerintah
Kabupaten Grobogan
Kepada Badan Usaha
Milik Daerah Tahun
2024

SK Bupati Nomor
521.34/196/2020
tentang Pembentukan
Komisi Pengawasan
Pupuk Bersubsidi dan
Pestisida Kabupaten

Grobogan
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2024 capaian Indikator
Kinerja Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dukungan
administrasi dalam mendorong perekonomian dan pembangunan daerah dengan
indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) capaiannya sebesar 104,02% dengan
kategori Sangat Tinggi (sampai dengan laporan ini dibuat untuk capaian Indeks
Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 belum rilis dari Kementerian Pendayagunaan dan
Reformasi Birokrasi, sehingga masih menggunakan nilai realisasi tahun sebelumnya),
dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 Nilai SAKIP mencapai 91,65% atau kategori
Sangat Tinggi, dan Rata-rata Nilai IKM mencapai 117,72% atau kategori Sangat Tinggi,
capaian kinerja sasaran 1.2 Status Kinerja LPPD mencapai 99,33% atau kategori Sangat
Tinggi (sampai dengan laporan ini dibuat untuk capaian Status Kinerja LPPD Tahun 2024
belum rilis dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga masih menggunakan nilai realisasi
tahun 2022) serta capaian kinerja sasaran 1.3 Presentase Implementasi Kebijakan
Bidang Perekonomian mencapai 100% atau kategori Sangat Tinggi, Maka rata-rata

capaian sasaran pada Tujuan mencapai 102,17%, dengan kategori Sangat Tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun
sebelumnya.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

‘ Indikator 2022 2023 2024
No. Tujuan/Sasaran Kineri 7 = T
T Target Realisasi c > Target Realisasi 2 Target Realisasi >
apaian Capaian Capaian
1 Tujuan: Indeks B (67) B (66,25) 98,88 B (69) BB 107,04 | BB (71) BB 104,02
Meningkatkan Reformasi (73,86) (73,86)
penyelenggaraan Birokrasi (Nilai
pemerintahan yang (RB) Realisas
baik dan dukungan i Tahun
administrasi dalam 2023)
mendorong
perekonomian dan
pembangunan daerah.
11 Terwujudnya Nilai SAKIP B (65) B (63,27) 97,33 B (67) B (64,25) 95,89 BB B (64,25) 91,65
administrasi dan (70.10)
y 4 2




_ TellEsen 2022 2023 2024
Tujuan/Sasaran Kineria % % %
J Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
kelembagaan yang Rata-rata Nilai B B (84,76) | 110,50 B B (88,29) 114,36 B A (91,47) | 117,72
efektif efisien. IKM (76,70) (77,20) (77,70)
Terwujudnya fungsi Status Kinerja | Tinggi Sedang 99,91 Tinggi Sedang 99,62 Tinggi Sedang 99,33
koordinasi LPPD (3,41) (3,4071) (3.42) | (3,4071) (3.43) (3,4071)
penyelenggaraan o S
pemerintahan & (Nilai (Nilai
kesejahteraan Realisasi Realisasi
rakyat. Tahun Tahun
2022) 2022)
Terwujudnya fungsi Persentase 100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100
koordinasi implementasi
| kebijakan
penyelenggaraan bidang
perekonomian dan perekonomian
pembangunan.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika dibandingkan dengan capaian
kinerja Tujuan tahun sebelumnya menunjukkan tren positif yang dibuktikan adanya
kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2022 sebesar 98,88% naik
menjadi 107,04% di tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 104,02%
dikarenakan sampai dengan laporan ini dibuat untuk capaian Indeks Reformasi Birokrasi
(RB) Tahun 2024 belum rilis dari Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi,
sehingga masih menggunakan nilai realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023).
Selanjutnya, capaikan kinerja sasaran 1.1, indikator sasaran 1.2 dan indikator sasaran
1.3 juga mengalami tren yang positif setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa capaian
Indikator Kinerja Tujuan setiap tahun mengalami konsistensi tren yang positif setiap

tahunnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka
menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

(Renstra)
No. Tujuan/Sasaran “E::;?Egr lei?::esr?: | Targz%tzgkh I K-gmg}(uaatm
Tahun 2024
1 2 3 4 5 6=4/5*100

1 | Tujuan: Indeks BB (73,86) BB (73,00) 101,17%
Meningkatkan Reformasi (Nilai
penyelenggaraan Birokrasi Realisasi
pemerintahan  yang | (RB) Tahun 2023)
baik dan dukungan
administrasi  dalam
mendorong
perekonomian dan
pembangunan
daerah.

1.1 | Terwujudnya Nilai SAKIP B (64,25) BB (73,50) 87,41%
administrasi dan | Rata-rata Nilai A (91,47) B (79,70) 114,76%
kelembagaan yang | [KM
efektif efisien.

1.2 | Terwujudnya fungsi Status Kinerja Sedang Tinggi 98,75%
koordinasi LPPD (3,4071) (3,46)
penyelenggaraan -
pemerintahan & (Nilai
kesejahteraan Realisasi
rakyat. Tahun 2022)

1.3 | Terwujudnya fungsi Persentase 100% 100% 100%
koordinasi implementasi
penyelenggaraan I;gbijakan

idang
perekonomian dan perekonomian
pembangunan.
Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024
pada indikator kinerja Tujuan mencapai 101,17% , sehingga untuk potensi mencapai
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target jangka menengah pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai (sampai dengan
laporan ini dibuat untuk capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 belum rilis
dari Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, sehingga masih
menggunakan nilai realisasi tahun sebelumnya), sedangkan untuk tingkat kemajuan
indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 87,41% dan 114,76%, indikator kinerja sasaran
1.2 mencapai 98,75% serta indikator kinerja sasaran 1.3 mencapai 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar Kabupaten Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Kabupaten Sekitar

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Sekitar
NILAI RB SE JATENG 2023
100
90
80
70
60
50
40
30 WO <r = O = o <r N~ O NN ™M O == N O N IO M~ <t < N OO oM -~ - M -~
0 @© — @ M © M~ © v 9 O N~ M~ @ N~ © O M O N AN O O B O X M O M~ NS O o =
0 I T SECEREENREeSTFBSCEIYIT ST TSI I nLHSSEEes I
0
o S X e D PR @ S DL S O O & . 0 O @ P D@ O SO
FEFELFEEFELLFFT L FFT TS FFTF CESE S EF TS S
& & F ¥ Ty F PN O F Ve S ISEAIES ENES \\S‘QQ,BQQ\ RO S O
@(Q 'o% ¥ ‘EQ&"‘~ & \'b% © ‘1“0‘0% \%& »@{b %n% < < Q ‘Q® Qé N @ fé\{b
{9\19\ {9\‘5 & S RS \gbo’\ @ %\@Q RY

Dari tabel di atas, capain kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian
Kota/Kabupaten lainnya se Jawa Tengah, capaian kinerja Kabupaten Grobogan berada
diurutan ke-13 dengan nilai 73,86 (sampai dengan laporan ini dibuat untuk capaian
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 belum rilis dari Kementerian

Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi).
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5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah

dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan

pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
. Indikator % AnaI|-3|s Solusi yang
Tujuan/Sasaran o Target | Realisasi ) Keberhasilan/Keg )
No. Kinerja Capaian dilakukan
agalan

1 Tujuan: Indeks BB BB 104,02 | capaian Indeks
Meningkatkan Reformasi (71) (73,86) Reformasi Birokrasi
penyelenggaraan Birokrasi (Nilai (RB) Tahun 2024
pemerintahan yang (RB) Realisas belum rilis dari
baik dan dukungan i Tahun Kemenpan RB
administrasi dalam 2023)
mendorong
perekonomian dan
pembangunan
daerah.

1.1 | Sasaran 1: Nilai SAKIP BB B (64,25) 91,65 1. masih terdapat 1. mengunggah
Terwujudnya (70.10) beberapa PD yang seluruh dokumen
administrasi dan belum perencanaan
kelembagaan yang menyampaikan turunan seluruh
efektif efisien. dokumen Perangkat Daerah

perencanaan ke esr.menpan.go.id
turunan di 2. melakukan reviu
esr.menpan.go.id. dan perbaikan

2. dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
Pemda dan PD Pemda dan PD
belum sepenuhnya | 3. memperbaiki
memenuhi kriteria kualitas pohon
SMART serta kinerja/logical frame
cukup untuk work dengan
mengukur mengacu
ketercapaian
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. Analisis )
) Indikator % ) Solusi yang
Tujuan/Sasaran . Target | Realisasi ) Keberhasilan/Keg .
No. Kinerja Capaian dilakukan
agalan
kinerja pada level PermenpanRB

PD.

3. kualitas pohon
kinerja/logical
frame work yang
disusun belum
sepenuhnya
mengacu pada
PermenpanRB
No.89 Tahun 2021.
4.cascading yang
disusun belum
spesifik
menggambarkan
pola cross cutting
kinerja antar bidang
atau tusi dari PD
lain yang memiliki
keterkaitan dalam
mewujudkan kinerja
organisasi.
5.pemanfaatan
aplikasi Silakip
belum
dimanfaatkan
secara optimal
untuk monitoring
dan evaluasi
renaksi.

6.laporan kinerja
pada beberapa PD
belum menyajikan
analisis penyebab
tercapai/tidaknya
setiap indicator
kinerja, informasi
deskriptif
program/kegiatan

No.89 Tahun 2021.
4. melakukan
identifikasi dan
pemetaan pada
cascading kinerja
untuk melihat
adanya potensi
cross cutting kinerja
dengan tusi PD
lainnya.

5. optimalisasi
pemanfaatan
aplikasi Silakip
untuk monitoring
dan evaluasi secara
berkala.
6.meningkatkan
kualitas pengukuran
kinerja berkala
dengan melengkapi
tiap capaian kinerja
dengan analisis
yang memadai pada
laporan monitoring
dan evaluasi
renaksi.
7.menyusun LKjIP
sesuai Permenpan
RB No0.53 Tahun
2014.

8. memanfaatkan
informasi dalam
laporan kinerja
sebagai dasar
penetapan target
kinerja pada tahun
berikutnya.
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No.

Tujuan/Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisis
Keberhasilan/Keg
agalan

Solusi yang
dilakukan

yang menunjang
keberhasilan/kegag
alan dalam
pencapaian kinerja
dan analisis upaya
perbaikan kinerja
kedepansecara
detail per capaian
kinerja yang
dimiliki.

7. informasi dalam
laporan kinerja
belum sepenuhnya
digunakan untuk
perbaikan
perencanaan
kinerja tahun
berikutnya.

8. Inspektorat
selaku quality
assurance dalam
melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja
internal belum
memberikan
catatan dan
rekomendasi yang
mendalam sesuai
dengan akar
permasalahan pada
masing-masing PD
dan menjadi solusi
dalam perbaikan
implementasi
SAKIP setiap PD.
9.belum seluruh PD
menindaklanjuti

LHE Internal tahun

9. Inspektorat
selaku quality
assurance dalam
melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja
internal agar dapat
memberikan catatan
dan rekomendasi
yang mendalam
sesuai dengan akar
permasalahan pada
masing-masing PD
dan menjadi solusi
dalam perbaikan
implementasi SAKIP
setiap PD.

10. PD agar
melakukan
tindaklanjut atas
rekomendasi yang
diberikan oleh
Inspektorat dalam
LHE Internal
sebagai dasar
perbaikan SAKIP

yang berkelanjutan.
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) Indikator % AnaI|-3|s Solusi yang
. Tujuan/Sasaran Kinerja Target | Realisasi Capaian Keberhasilan/Keg dilakukan
agalan
2023 yang
diberikan
Inspektorat.
Rata-rata Nilai B A (91,47) 117,72 1. masih kurangnya | 1. menambah loket
IKM (77,70) loket pengaduan / pengaduan /
konsultasi di bagian | konsultasi di bagian
yang utamanya yang utamanya
melayani melayani
masyarakat/penggu | masyarakat /
na layanan secara pengguna layanan
langsung. secara langsung.
2.kanal aduan 2.menambah kanal
masih kurang aduan.
mencukupi. 3.Mengadakan
3. pelayanan pelatihan service
kepada masyarakat | excellent kepada
/ pengguna layanan | ASN di lingkungan
masih perlu Setda.
ditingkatkan. 4.mengadakan
4. standar forum konsultasi
pelayanan yang publik guna mereviu
ada di lingkungan standar pelayanan
Setda perlu direviu. | yang ada di
lingkungan Setda.
1.2 | Sasaran 2: Status Kinerja | Tinggi Sedang 99,33 Capaian Status
Terwujudnya fungsi | | ppp (3,43) | (3,4071) Kinerja LPPD
koordinasi .
penyelenggaraan (Nilai Tahun 2024 belum
pemerintahan & Realisasi rilis dari
kesejahteraan Tahun Kementerian Dalam
rakyat. 2022) Negeri
1.3 | Sasaran 3: Persentase 100% 100% 100 Melaksanakan
Terwujudnya fungsi | ImPlementasi program dan
koordinasi kgbijakan kegiatan sesuai
bidang

penyelenggaraan
perekonomian dan

pembangunan.

perekonomian

dengan amanat
perundang-
undangan dan
peraturan yang
berlaku.

y 4
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Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

40




Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

Target Realisasi

%

Capaian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%
Capaian

Tingkat
efisiensi

Hasil Perkalian
% Capaian
Kinerja dan
Anggaran

Hasil
Pengurangan
dengan
serapan

Interpretasi

Tujuan:
Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
baik dan dukungan
administrasi dalam
mendorong
perekonomian dan
pembangunan daerah

71,00 73,86

104%

64.986.878.700

60.898.695.299

94%

11%

67.604.660.011

6.705.964.712

Efisien

Sasaran 1:
Terwujudnya
administrasi dan
kelembagaan yang
efektif efisien.

BB B (64,25)
(70,10)

92%

47.212.929.300

43.749.492.278

93%

-1%

43.272.905.956

476.586.322

Tidak Efisien

B A
77,70 91,47

118%

47.212.929.300

43.749.492.278

93%

27%

55.580.008.276

11.830.515.998

Efisien

Sasaran 2:
Terwujudnya fungsi
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan &
kesejahteraan rakyat

Tinggi
3,43

Sedang
3,4071

99%

16.029.696.700

15.508.168.121

97%

3%

15.922.676.276

414.508.155

Tidak Efisien

Sasaran 3:
Terwujudnya fungsi
koordinasi
penyelenggaraan
perekonomian dan
pembangunan.

100 100

100%

1.744.252.700

1.641.034.900

94%

6%

1.744.252.700

103.217.800

Efisien
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
. ) ) Menunjang /
Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % )
No. o ) i L ) Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian )
Menunjang
Meningkatkan Indeks NA
penyelenggaraan .
pemerintahan yang Reformasi
baik dan dukungan Birokrasi (RB)
administrasi dalam
mendorong
perekonomian dan
pembangunan
daerah.
1. Sasaran 1: Nilai SAKIP 92 4.01.01 PROGRAM Nilai SAKIP 92 Menunjang
Terwujudnya PENUNJANG Kabupaten
administrasi dan
kelembagaan yang URUSAN
efektif efisien. PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.01 Nilai Sakip 92 Menunjang
Perencanaan, OPD (dari
Penganggaran, dan Inspektorat)
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02 Presentase 100 Menunjang
Administrasi tindak lanjut
Keuangan Perangkat | atas temuan
Daerah BPK dan
Inspektorat
4.01.01.2.05 Presentase lap 100 Menunjang
Administrasi keuangan
Kepegawaian sesuai standar
Perangkat Daerah akuntansi publik
4.01.01.2.06 Terpenuhinya 100 Menunjang
Administrasi Umum Administrasi
Perangkat Daerah Umum
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) ] ) Menunjang /
No. Tujuan/ Inélkat.or %. Proqram/ Inc.jlkat.or %. —_—_—
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
Perangkat
Daerah
4.01.01.2.07 Persentase 100 Menunjang
Pengadaan Barang Pengadaan
Milik Daerah Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah tepat
waktu
4.01.01.2.08 Persentase 100 Menunjang
Penyediaan Jasa pemenuhan
Penunjang Urusan kebutuhan Jasa
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
4.01.01.2.09 Persentase 100 Menunjang
Pemeliharaan Barang | Barang Milik
Milik Daerah Daerah
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah yang
terpelihara
4.01.01.2.11 Terpenuhinya 100 Menunjang
Administrasi pelayanan
Keuangan dan Administrasi
Operasional Kepala Keuangan dan
Daerah dan Wakil Operasional
Kepala Daerah Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah
tepat waktu
4.01.01.2.13 Nilai SAKIP 100 Menunjang
Penataan Organisasi | Kabupaten/
Pemda
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) ] ) Menunjang /
No. Tujuan/ Inélkat.or %. Proqram/ Inc.jlkat.or %. —_—_—
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
(penilaian dari
Kemenpan &
RB)
4.01.01.2.14 Terfasilitasinya 100 Menunjang
Pelaksanaan kebutuhan
Protokol dan kedinasan bagi
Komunikasi Pimpinan | unsur pimpinan
daerah dibidang
keprotokolan,
komunikasi
pimpinan, dan
dokumentasi
2. Sasaran 2: Status Kinerja 100 4.01.02 PROGRAM Status Kinerja NA Menunjang
Terwujudnya LPPD PEMERINTAHAN | LPPD
fungsi koordinasi DAN
penyelenggaraan KESEJAHTERAAN
pemerintahan & RAKYAT
kesejahteraan
rakyat
4.01.02.2.01 Terselenggaran 100 Menunjang
Administrasi Tata ya Administrasi
Pemerintahan kelola tata
pemerintahan
yang baik
4.01.02.2.02 Terlaksananya 100 Menunjang
Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat
Rakyat
4.01.02.2.03 Terlaksananya 93 Menunjang
Fasilitasi dan kajian,
Koordinasi Hukum pelayanan dan
informasi
hukum
4.01.02.2.04 Persentase 82 Menunjang
Fasilitasi Kerja Sama | administrasi
Daerah pemerintahan
Perangkat
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) ] ) Menunjang /
Tujuan/ Indikator % Program/ Indikator % )
No. o ) ) - ) Tidak
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian )
Menunjang
Daerah kondisi
baik
3. Sasaran 3: Persentase 100 4.01.03 PROGRAM Persentase 100 Menunjang
Terwujudnya implementasi PEREKONOMIAN Implementasi
fungsi koordinasi kebijakan DAN Kebiiakan
envelenaaaraan bidang PEMBANGUNAN ]
peny 99 perekonomian bidang
perekonomian dan .
Perekonomian
pembangunan.
4.01.03.2.01 Terlaksananya 100 Menunjang
Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Perekonomian
Perekonomian
4.01.03.2.02 Presentase 100 Menunjang
Pelaksanaan OPD yang tertib
Administrasi administrasi
Pembangunan pembangunan
4.01.03.2.03 Terlaksananya 100 Menunjang
Pengelolaan pengadaan
Pengadaan Barang barang/jasa
dan Jasa yang baik dan
sesuai
ketentuan di
Kabupaten
Grobogan
4.01.03.2.04 Terimplementas 100 Menunjang
Pemantauan inya Kebijakan
Kebijakan Sumber Bidang SDA
Daya Alam

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 3 (tiga) program yang

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dari 18 (delapan belas) kegiatan yang telah

dilaksanakan, seluruhnya menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
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C. Realisasi Anggaran

kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

%

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) ]
Capaian

1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 47.212.929.300 | 43.749.492.278 92,66
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.1. 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 175.228.400 170.139.390 97,09
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 135.547.400 131.747.680 97,20
Perencanaan Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 39.681.000 38.391.710 96,75
Daerah

1.2. | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 17.395.625.000 | 15.984.235.530 91,89
Daerah
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 17.395.625.000 | 15.984.235.530 91,89
ASN

1.3. | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 50.000.000 - -
Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.01 Sosialisasi Peraturan 50.000.000 - -
Perundang-undangan

1.4. | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 13.993.167.300 | 12.803.122.092 91,49
Daerah
4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen 189.999.900 189.191.000 99,57
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 200.000.000 198.450.000 | 99,23
Perlengkapan Kantor
4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 263.000.000 242.481.300 92,20
Tangga

46

y 4




%

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) )
Capaian
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 6.554.820.000 6.545.726.890 99,86
Kantor
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 426.408.900 425.738.200 99,84
dan Penggandaan
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 401.000.000 381.447.000 | 95,12
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 5.927.438.500 4.789.587.702 80,80
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis 30.500.000 30.500.000 100
pada SKPD
1.5. | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 4.022.147.400 3.861.503.000 96,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan 2.357.437.000 2.257.454.000 95,76
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 143.186.200 123.924.000 86,55
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan 1.521.524.200 1.480.125.000 97,28
Mesin Lainnya
1.6. | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 4.378.424.400 3.947.325.444 90,15
Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1.913.269.400 1.837.147.694 96,02
Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 696.000.000 622.925.000 89,50
Perlengkapan Kantor
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 1.769.155.000 1.487.252.750 84,07
Umum Kantor
1.7. | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.674.553.400 3.605.226.731 98,11
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa 1.663.871.200 1.639.766.808 98,55
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 297.007.600 279.232.500 94,02
Mesin Lainnya
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%

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) )
Capaian

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 1.603.734.600 1.576.745.423 98,32
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi 109.940.000 109.482.000 99,58
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8. | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan 1.340.788.000 1.211.317.141 90,34
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 790.788.000 765.305.230 96,78
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan 400.000.000 301.193.000 75,30
Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up 150.000.000 144.818.911 96,55
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.9. | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 1.572.775.400 1.562.902.950 99,37
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan 226.266.800 224.539.350 99,24
Analisis Jabatan
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan 187.812.700 187.462.700 99,81
Tata Laksana
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan 733.324.700 731.292.300 99,72
Reformasi Birokrasi
4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan 303.300.000 300.652.400 99,13
Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan 122.071.200 118.956.200 97,45
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.10. | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan 610.220.000 603.720.000 98,93
Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 126.870.000 120.870.000 95,27
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 135.600.000 135.600.000 100
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%

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) )
Capaian
4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas 347.750.000 347.250.000 99,86
Pimpinan
2. 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 16.029.696.700 | 15.508.168.121 96,74
KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.1. | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.240.369.200 1.171.424.900 94,44
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi 783.916.800 747.463.400 95,35
Pemerintahan
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi 174.260.000 146.354.100 83,99
Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 282.192.400 277.607.400 98,38
Daerah
2.2. | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan 14.209.877.300 | 13.836.937.121 97,37
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina 13.828.877.300 | 13.462.287.121 97,35
Mental Spiritual
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, 116.000.000 114.400.000 98,62
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, 265.000.000 260.250.000 98,21
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat
2.3. | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 522.450.000 445.055.900 85,15
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk 102.600.000 98.650.000 96,15
Hukum Daerah
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 322.000.000 248.900.000 77,30
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk 97.850.000 97.505.900 99,65
Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
2.4. | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 57.000.200 54.750.200 96,05
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam 57.000.200 54.750.200 96,05
Negeri
3. 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 1.744.252.700 1.641.034.900 94,08
PEMBANGUNAN
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%

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) )
Capaian
3.1. | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan 354.252.700 335.784.000 94,78
Perekonomian
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, 164.000.000 156.971.750 95,71
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi 60.000.000 56.679.000 94,47
Perekonomian
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan 130.252.700 122.133.250 93,77
Ekonomi Mikro Kecil
3.2. | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi 300.000.000 285.802.350 95,26
Pembangunan
4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program 90.556.000 86.962.950 96,03
Pembangunan
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi 108.636.400 102.331.800 94,20
Program Pembangunan
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan 100.807.600 96.507.600 95,73
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3.3. | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang 490.000.000 460.621.200 94,00
dan Jasa
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan 160.005.000 148.370.600 92,73
Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan 229.995.000 212.886.200 92,56
Pengadaan Secara Elektronik
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi 100.000.000 99.364.400 99,36
Pengadaan Barang dan Jasa
3.4. | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber 600.000.000 558.827.350 93,14
Daya Alam
4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan 600.000.000 558.827.350 93,14
Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikanan
JUMLAH 64.986.878.700 | 60.898.695.299 93,71
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Inovasi dan Prestasi Sekretariat Daerah Tahun 2024

Inovasi dan prestasi yang diperoleh Sekretariat Daerah pada tahun 2024
sebagai berikut :

Inovasi:
1. “Mona Kerja Bang” Untuk Monitoring dan Evaluasi Paket Pekerjaan
Pembangunan di Kabupaten Grobogan, disusun oleh Budi Setiawan, ST., MM.

(Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Grobogan).

IMPLEMENTASI AKSI
PERUBAHAN KINERJA

2. “JDIH The Next Level” Menuju Layanan Hukum Berbasis Elektronik Secara
Terintegrasi di Kabupaten Grobogan, disusun oleh Riadga Priambodo, SH.

(Kabag Hukum Setda Kabupaten Grobogan).
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3. ‘Eka Sapta” (E-Katalog Satu Produk Satu Harga) Kinerja Pengadaan Barang Jasa
Maksimal di Pemerintah Kabupaten Grobogan, disusun oleh Muhlisin SE., M.Si.

(Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan).

F.

-
LAPORAN @

AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

EKA SAPTA
(E-KATALOG SATU PRODUK SATU HARGA)
KINERJA PENGADAAN BARANG JASA MAKSIMAL

DI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

197902211988031003
17/PKA-X1/2024
Kepala Bagian
Pengadaan Barang
danJasa

SETDA

N1 HEAL W CAHYIND, 3610, M &1

e Prestasi:
1. Peringkat 1 sebagai Perangkat Daerah Berkinerja Tinggi Tahun 2024 tingkat
Kabupaten Grobogan.
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2. Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Tahun 2023 memperoleh Peringkat Kabupaten 26 dengan Nilai 91, Kategori EKA
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ACALAPATI (Nilai 76 s.d 100) tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh

Kementerian Hukum dan HAM.
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4. Predikat Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan

nilai 98,45 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang
baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat
menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap
kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga
dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1
tujuan, 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian
tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

e Tujuan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,02%
(kategori Sangat Tinggi).

e Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91,65%
(kategori Sangat Tinggi) dan 117,72% (kategori Sangat Tinggi).

e Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,33%
(kategori Sangat Tinggi).

e Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%
(kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara
umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang
ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

— 4
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Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 64.986.878.700,- sedangkan
realisasi anggaran mencapai Rp. 60.898.695.299,-, dengan demikian dapat dikatakan
tahun 2024 serapan anggaran sebesar 93,71% dan nilai efisiensi anggaran sebesar
6,29%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang
telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten

Grobogan.

Purwodadi, 11 Februari 2025
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

/ J1. Gatot Subroto Nomor 6 Telp.(0292)421040 Fax.(0292)421060

Purwodadi 58111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 051.2/153/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah
tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2021—2026;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11,

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian,
Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian,
Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati;

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Grobogan dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun



KETIGA

Rencana Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana
Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta

Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 27 Julj 20272,

SEKRETARIS DAERAH
N

Ty "
VRBRENAD SUMARSONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR :0B1.2./183 /2027
TANGGAL : 2% Juh‘ 2022

Nama Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

yang dilaksanakan

Tugas Pokok : membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif.

Fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan
Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan
Aparatur Sipil Negara pada Perangkat
Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.



yeioe( uesenday yex3un ueeundelepuod LISJUIN yesperefsey uesendsy]
JeLIe}aIo8 Teyrew jnun ueINjeIsd rensas PAING 1038 S3opU] Te[IN Blel-Bjey
uedoqorn ISejoIlg
uoredngey] yelor( JeLejon{og | ISBULIOjOY  uep  BIE3ON ueyejuLIowad USISTJo JII3oJ
yeised elrourny Jojesjipur | mjeredy ueeundelepudd 1suejsuj elrouryy Suef ueesequa[ay UeBp
JeLrejon{os nies yeres redeqog | UBLISJUSWSY LIep ISen[eAq I03S SEJ[IqeIUNyy WalsIg TefIN | Isensturupe eAupnfumis) |1
yeloep ueunduequiad uep
ueyeqniad uerwouoatad 3uolopuswl
eore g nndipow wrerep ISeJjsiuruipe
uedoqoin Sued ueyejunrowad 1Isenjolrg uedunsnp uep
uaredngey] B[O[2¥] eje) ISBULIOJOY Uep BIBZON Jqreq Suek UBYBJULISUID]
yeised vemynduad Jn3n | JInjeredy ueeundedepusd ueeredduaroAuad
1eLIelaIsos e[l  ueedniopy | UBLIDJUSWDY LIep ISen[eAd | S3opu] ISeIs[olIg ISeuWIO)sy S3apu] uesyesSuruay |’
NVLVIDHEM
JO.LVIIANI NVLVIDEMANS
aymve NVONNLIHIA dNS/NVLVIDEN/WNVIDO0Ad
NVHITINEd NVNLVS /NVIVIOHEN/INVIDOAd | "ON
DNNDONVNA SNNNA/ISVINNIOA /NVIYSYS/NVNrNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLrNL
JOLVIIANI
920Z-120C NNHV.L NVOOdOdD NHLVdNLV
HYIAVA LVIIVLANNES VNV.LN VOIAND JOLVAIANI
2207 !IP( £7 : TvODNVL
20T /€41/2\S0: JONON

NVDOdOdD NHLVANIVH

HVIAVA SRIVLHINIS NVSNLNdHA
NVAIdINVT




UEBBUBOUIIP

yepo) suek uejersoy

uep wrexdoxd
LIep uerededos/ (uayednqey
ue[ISeyIoqoy yeioysjodsu] Lrep) yeise(q yeloeq
ueduenay uep uesqqem JeySURIod UBUBIULIOW] |jexdurlad elioury isenfeay
ueBUBOUSIdd elBund3uejroduow Je1o)xadsu] 1Isuejsu] elioury] uep ‘ueresduedusd
ueideqg snyun rep uereqiuad [ISeH J03S sejlIigelunyy wajsI§ re[IN ‘aeeueOUaIdd UeIeIday ((1
wnuw yeloe(] JBLIBIAINOS uojednqey UBYBIULIOUIO]
Isensiuiupy | elrounyy  1ojexipul isuejsuj elioury ueyeluLIdWYd Uesnin
u23lSISYy njes yeres reseqoas uereqiuad [Isey 0SS sejI[IqeIunsy woalsIs re[IN duelunuag ureidoid |e
AMqand
ueuefe[od BIre33dus[alusg
Jjiup) jesjereAsepn
uesenday] 1PAINS
ueunsnAuad UBWOPdd
3uejua) £10¢ Unyer,
ue3doqoun) ueuele[od | {1 ‘ON ISEINOIIg ISBULIOJOY (yeioeq
uojednqgey] wrerep jexeressewr uep eredop injeredy yejunLowod) usjednqgey]
NVLVIOHEA
avmvr R NVONNLIHIHAd aNS/NVLVIDEN/NVIDOAd NVILVIDEAENS
NVHITINAd NVALVS /NVLVIOEN/WVAD0Ad | 'ON
ONNODONVNHd SNINNY/ISVININIOA /NVIVSVS/NVNrnL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNrNL

JOLVIIANI




uegduenay] uep

yeroep jexduerad
ueduenay
ISeI)sIuruipe
ueejoreduad

wrerep ueduenoy
uep UBBUBOUAIY]

ueiseq

001 X Uenud) yninas

TeIo)jodsu] uep uesuenay

ueeUuBdUdIdd 1s8uny uep 3osxod yerumn(/nnluepepunip BeS3LIouISd Uepedg uenuidl Jeloe( rexqsuelad
ueideq sedn)} njes yees Suef uenwo) yerwn % seje nlue syepurn asejUIsoId ueduenay ISensIuIupy (g
-sejurorid rpelusw
Suef ueeUBOUII]
ueideg qng 1ssunj (qejurrowad 1IsSuUB)SU] yelse( JBLIB}OINOS
UBBUBOUSIS] uep 3osod sedny | elroury ueloder]) ISEN[EAAIP yejuLowa suejsu] elioury yeise(q
uerdeq qng mes yeres redeqoag Sued uvownyoq yerwnp yeng ueltode] uownso yerwnp [jeysuerad elroury isenfeay
‘sejuond pelusw
guel ueeuBOUDI] (elxoy]
ueideg qng 1ssunj 'UBOUIY Uep SI3ajens yeloe( JeLIBlaIos yeroeq
UBBUBOUId] uep 3oxod se3M) BUBOUIY) UNSNSI) el103] eUROUSY UEp SISIenNS 1ey3URIod URRBUBIUIIY]
uerdeg qng njes yeres reseqos guek uowmns{op yeyunp yeng BUBOUQY Uswnyo( yejunp uswIn3o( ueunsnAusad
NVLVIOHEM
AOLVIIANI NVLVIDENENS
davmvr NVONNLIHIAd aNS/NVLVIDEN/ NVIDOU
NVHITINAd NVALVS /NVLVIOHEN/NVID0dd | 'ON
DNNDDNVNIL SNINNA/ISVININIOA /NVIVSVS/NVALrNL
NVSVTV /NVIVSVS/NVOLNL

JOLVAIANI




uegduenay] uep

eredoy] reuorserado

uep ueduenay
ISeI}SIuruIpe
uee[oreduad

werep  ue3uenay]
UBp UBBUBOUAIS]
ueideqg

001 X yerde(q ereday]
[Bepm uep yeroe( ereday]
reuorserado uep ueduenay
iIsensiurwpe ueuelerod

ynumpas yepumn(/sejisejip

nyem jeda)

yeroe( ereday [em Uep
ye1oe( eredoy] reuoiseradQ

Jeraed
eredoy] [{eM UEP yeloe(q

ueBUBIUI] is8uny uep 3oxod 3ueA 1serjsiuripe uep ueduenoy ISBISIUTWIPY eredoy] [euoiserad( uep
ueideq sedny njes yeres ueuederad yequnp % ueueAe[od 2SBIUSSIdd ueduenay] ISeNSIUIWpY |(€
yeised
sejuond 1pefuaw ereday] [feM /YyeIseq
Buel ueiode[od ereday] /yeiseq
ueideg qng 1ssunj ere3oN 1dig 1njeredy JeLIR}OI9S BIB3ON
uerodeod uep osxod sesm elroury ueduelun], 1dig anyeredy ueduelung,
ueideqg qng nies yeres reseqos uerefequiod yepunp ey uerefequiad (rex]) yejwnp
-sejurond pefuow yeioe(q
Suek ueloderod eredoy] [ofem /yelaeq
ueideg qng 1ssuny eIedoN ereday] /yeroe( JBLIBIOINOS eredoN
uesodejod uep 3osjod se8nm| qdig Jnjeredy ueduelung, eregop nidig myeredy ifen | idig myeredy uedueluny,
ueideqg qng njes yeres refeqog |® ifen uerefequiad yerwnp ey uerelequiad (res) yerunpe uep 1fen) ueelipaAuad
NVLVIDHM
JOLVMIANI NV.LVIDENENS
avmvre NVONNLIHIAd aNS/NVLVIOHEN/INVIDOdd
NVHITINHd NVNLVS /NVLVIDHEI/WVIDOAUd | "ON
DNNDONVNID SNNNA/ISYINNIOL /NVIVSVS/NVArAL
NVSVIV /NVIVSYS/NVArNL

JOLVAIANI




ueremedodoay]

uep eyes() ele],

‘yejurowad
ueered3duoreluad

n33uedduowr uele

uejeyasay — weep
uen38ued eAuepe
‘ynqmy ISTpuocy
nejuedioy  eledns
yeioe( ereday]

e uep yeloe(q
ereday  UBJBYISIY

dn

yeioe( ereday] [em
uep yeioe( ereday ynjun dn

yeioe( eredoy [em uep
yerse( eredsy dn ¥y

uerdeg qng myejasuswl  niun | yoayo poipaw I[e¥ yerunpe ey }o3Yyo [po1paw BSe yejunp JP21PaJy UerUBSIE[2d
‘sejuond 1pefusw
Suelk ueitode[ad yeloe(
uedeqg qng Is3uny yeroeq eredoy] [P{ep Uep yelde( | yeroeq ereda)] [Bfem Uep
ueiode[ad uep 3joxjod sedny| ereday [em uep yelseq eredoy uedueluny, uep ifen | geroeq eredsy uedueluny,
ueideg qng | nyes yees reseqas ereday] ueuenq fen e uerelequiad (1ey) yerunp uep 1fen ueelpakusd
yeise( ereday]
[feq Uep yeided
NV.LVIDEM
AOLVIIANI NV.LVIDINENS
avVMVP NVONNLIHIA aNS/NVLVIDE/INVIDOJd
NVHITINAd NVNLYS /NVLVIDEN/IWNVIDOAd | ‘'ON
DNNDDONVNE SNINNA/ISYININIOA /NVIVSVS/NVArnL
NVSVTV /NVIVSVS/NVNLrNL

JOLVAIANI




ueremegdodoy]

uep eyes( ele],

uewreyewad

uep uenyejeduad

ueremedodoy ueduepun

-duepunisd ueINjeIdd

ueduepun-3uepuniad

ueideg qng ueNLIoqUWIOW NJU() | ISBSI[BISOS UBIRISd yerwmn ey ISesI[eIsos uejeiday yerunp, ueINjeIsd ISBSIBISOS
“UBLIBY2SaY
sedn) uesuerelusw
urerep yelse(q
eredoy e m
uereme8odoy] | uep yeloe( ereday] uesferpasip 3uek eAuuedexq3ua[ey]
uep eyes() eje], | seulp uerexed eAuuedexy3udlay BlI989q eAuuedes3ud[oy BLISSI( QLY B119S9g
ueideg qns dnsynousawr  njupn seurp uerexed yepun IE S seurp ueresed yeunp | seulq ueresed ueepesusd
“ueremedodoy
disre peluow
uep uesnrodip
efiqede remegad
Isensmurpe 00T
ueedelfuad exduel X uswn3op ueresaeiuad
urerep ueremedodoy ynunjas yejwnl/nisem
duepiq p 1eda) ueremedoday nispem yeds) ueremedoday
ISeIISTUTWPE (JId) ISBIISTUTWIPE UdWNIOP ISENSIUTWIPE USWN3{0P yeloe( 1exdueIidd
wnuw ueideg | uespnnmow jnjun uereso[oAuad yepunp % ueresa[eAuad osejussiog | ueremedodoy] ISENSIUTWIPY (4
NV.LVIODHEM
avmve SOLVAICANT NVONNLIHIAd gNS/NVLVIDEN/NVIDOAd NVLVIDEENS
DNNDONVNA SRS SNINNY/ISVININIOL NVALYS /NVIVSVS/NVALNL INRINIETIBEE0N. | o0
NVSVIV /NVIVSYS/NVALNL

AOLVAIANI




yepnuraduouwr
elros remedod 1rep
elioun] unynpuaw
wrerep
ueimjelad Suejud]

njuslIol

ueIseydesuaw

neje/uep jenquiawr

ueduepun

ueremegodoy] ‘uexjuerelusw -3uepunisd ueInjeldd ueduepun-3uepunisd
uep eyes() eleJ, ndurew STU3Q, 1ISejuowe[dw] STU9], ueInyeIsd 1sejuawa[du]
ueideg qns remedod regy | weduiquig ejiesad yeyunp guelp ueduiquirg ejresad yeunp stus{o], wredurquirg
‘nIeqol
ueinjeiad Sueiuo
uenyejagduad
jedepusuwa
remegad Iese
nreqlsl uep nyeIaq
Suek ueduepun
-Suepunuad
ueinjered  jrexIs)
remedad epedoy
NVLVIDHEA
JOLVHIANI NVLVIDENENS
avmve NVONNLIHIE] dNS/NVY.LVIDEN /WNVIDOUd
NVHITINAd NVNLVS /NVLVIOEIN/INVIDOAd | "ON
DNNDONVNA SNINNA/ISVININIOA /NVIVSVS/NVNLNL
NVSVIV /NVIVSYS/NVArnL

JOLVAIANI




uexe iynuadiay 001 X 10juey
sepn ueunsueq ueundueq ueduerauad
ueduerouad | LnsI| Isereisul usuodwoy]
eriqede  ‘ueundueq ueyningay yringas
ueduesouad />nsy | yepwnf/1ojues] ueundueq Iojuey Iojuey] ueundueyqg
ueremedodoy] iserejsur usuodwoy | ueduelauad LS| ISere)sul ueundueq uegduelouad uep uedueIoudd /LIS
uep eyes() ele], uexerpaAusuw uouodwoy ueerpaAuad sLns1) usuodwoy] ueyningay 1Serejsuj
ueideqg qns ynun ISesifeal yeunp % ueynuawod 9SBIUISId uouoduIoy] UeeIpaiudd
"Jeloe( jelrejaIxag
ueduns{3ur]
p Isensiuiupe 00T
ueejeuad  yMuaq | X yeroep jexduered wnuwn
regeqos 1ynuadioy ISeI}STUTWIpPE Yningas

yeloe  JeLIBIaI9S

Jojuey Ip wnwn

e/ yeroeq jexdueiod

wnui() ISensuIupy

yeiae(] jeyduerad

wnui) ISensuIupy

yeioe( Jexsuelad

wnw ueideqg | Isensiurupe  Iedy weynuowad yerumnp % ueynuawod asBIUISIod wnui) ISensmuupy |(g
“uernerad
njens eAuuereliaq
nejuewow
urerep ueremedodoy
NVLVIDEM
JOLVAIIANI NVLVIODENLNS
avmve NVONNLIHIHd aNS/NVLVIOEN /INVID0dd
NVHITINEd NVNLVS /NVLVIOEN/INVIDOdd | ‘ON
DNNDONVNHI SNINNA/ISVININIOL /NVIVSVS/NVNLNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLAL

JOLVIIANI




eredoy] e33ue) e38ue) yewnu uejeesad
yewnt  uejererad | ueyningsy/ nedng [fem
ueyningay | uep nedng e3due) yewnt nedng [ofepm uep nedng
e38ue], yewny ueseIpaAuawr uejerelad ueyningay e38ue], yewny uejeelod e33ue], yewny
ueidedq qng ymun ISesI[eal yeuny) % UeBRIP2AUdd 9SBIUISIO] uejerelsd ueeipalkuad
‘ueqern{esy esel
Buemsuow  uexe
1esield eAuRIPasSId)
eplL "Jelsep
Ten Ip ure| edequio|
Bunlunyip undneje
Sunflunsiaq eqiqede
yeioep Jexduerad
eq EBJEWEeIdPUID
ueremedoday] regeqas
uep eyes( €], | ueyeundIip Suek Iojuey uedexsdualiod

ueideg qng yespeld eAueIpasI9], yesrerd yerunp % e1pas.Iol Suek jeserd yerwnp | uep uejeeldd ueerpakuad
‘Temedod
el1oy ueUBWERAUIY
n33ued3usw
NV.LVIDHEM
JO.LVAIANI NVLVIDIMINS
davmvr NVONNLIHIAd dNS/NVLVIOEN/NVID0Ad
NVHITINHd NVNLVS /NVLVIDHEN/INVID0dd | ON
DNNDONVNA SNINNA/ISVININIOA /NVIVSVS/NVNLNL
NVSV1TV /NVIVSVS/NVNrNL

JOLVAIANI




uespnsyewp 001 X (eAuueyningay njuequod eAuredeqio],

{NSIS0] UBBIPaAUd] yeunl/geiseq uep ueyIsiagoy uejererad

‘nure; uep Jeder| eedsy [Bfep uep yeiseq ueeipakusd ‘nure], uep jedey

‘urel-urej e3euo) eredoy] e33ue], ywuny ‘urer-ure[ edeus], ‘nedng

‘gqerse( eredoy] ueyrsiagoy uejeresad [srem uep nedng e33ue],

em ‘qelsed uep ueLrey uBUENEW yewny UeLIBY UBWNUIN

eg8ue], yewny | eredoy 18eq 3req ueyningay ueynuawad uep ueuele| UeBpe3USd Iojuey]
uerdedq qns 3Ns130] BAURBIPasSI9], ISESI[BaI yerun) % UeBUESR[od 9SBIUISIY] (NS0T ueyeq ueeIpaAusd
3req
ueduop  eAusesm
uesuereluowr jedep
e33uryss ‘Lrey
-lreyes  ueyningay
idnyno1e)] yeide(q
ereday] srem
uep yeroeq eredsy
emyeq uesnsewowt
ueeIpaAuad
“yeroeq ereday] 001
[Bfepy wep yeise( | x (nedng [m{ep uep nedng
NV.LVIDHEM
avmvr HOLVAIANI NVONNLIHIHd aNS/NVLVIDEN/NVIDOAd NVIVIDEAENS
NVHITINHd NVNLVS /NVLVIDEN/INVIDO0¥d | 'ON
DNNDONVYNA SNNNA/ISVINNIOA /NVIVSVS/NVALNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLAL

JOLVAIANI




‘uexniredip
guelk uowInNyop
uexepuesduawW

undneje 3ejaousr

werep Suelunusw 001 X (103uey
ynjun  uenmiioq ueepuedduad R €10
ueremedaday] ueepued8uad | ueyningay yerwnl/iojues ueepuedduod Uep
uep eyeES() BIR], | UBp UENEe}2d SueIeq ueepuedduad uexe1a) Suereqg ueepedusd | ueepuessusd UBp UBXEID
ueideg qng UBRIPISISOY | 9 3EJeD IsesI[eal yerumny) % ueBUESIB[9d 9SBIUISId] Suereg ueerpaAusd
‘nure] uep yedel
‘urel-ure| e3eud)
‘qeroed ereday]
[eem ‘qeiseq
ereday] ynjun
Jreq wnuix uep
ueyew ueyningay
efurdnynoio) ‘nedng [em
ededns wep nedng e33ue], yewny
NVLVIOIN
JOLVAIANI NVLVIOEANINS
avmve NVONNLIHIAd gNS/NVLVIDEN/NVIDOId
NVHITINAd NVNLVS /NVLIVIDEN/NVIDOAd | "ON
ONNDONVNE SNINNA/ISVININIOA /NVIVSVS/NVArnL
NVSVTV /NVIVSVS/NVNLNL

JOLVIIANI




ueremedaday]

uep eyes) eIe],

“uesnIadip Suei
disre uejnuwouULW
uep LIeouUaW
uexqyepnuou

e33uryos
‘Ueioe( JeLIBIOINOG
uedun3ul]

00T X (disTe
yeunl yninjas /erelis)

disre ueejeuad

yeilse(q
1ey8uelsd eped siureulq

uerdedg qns 1p disre eAuejelro], Sue£ disre yerwunp) % ueqIa)oy 9sejuasiod disiy ueeyeBSNE}RUY]
-sejurorid 1pelfusur 001 X (1seurpiooy
guek uerode[sd | yedea 1sejiise] ueyningay
ueiSeg qng I1ssuny rejol yerwnl/sejiserio) yelae(] exduelod
uetode[od uep 3osxod sedm 3ueA 1SeuIpIooy] ISB][NSUO3] Uep ISBUIPIOOY | ISB}[NSUOY UBp ISBUIPIOO]
ueideqg qng njes yeres reseqog yedel 1sesifeal yepuny) % yedey ISeI[ISe] 9SBjuasIod 1edey ueereddualeAuad
el1oxoq
werep Suelfunuad
ueremedodoy] nijes yees reseqas 001 X (1ojuey sim) jere
uep eyes( eiel | uesjynyngip jesues | ueyningay yequnl/ojues reLoley /ueyeq ueepesusd reuojely /ueyeg
ueideg qng Jojuey SIN} Je[y | SINJ Jere Isesifeal yeumnp) % ueeUESYE[od 2SBIU3SIad ueeIpaAuod
NVLVIOHEA
JOLVIIANI NVLVIOEALNS
avmvre NVONNLIHIHAd aNsS/NVLVIOEN/NVID0Ad
NVHITINAd NVNLVS /NVLVIDEN/INVIDO0¥d | "'ON
DNNDONVNHI SNINNA/ISVININAOA /NVIVSVS/NVALrNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLNL

JOLVAIANI




uesuerelusw
yedep ed3uryes
Jeqelod 13eq
ueseuIpay uejeidoy
uesuerefuow

wrerep UeUBUIBAUSY

00T X seurp

ueeIepudy ueepesdusd

ynjun ueleqel | Tejol, yerun deqip niem nis{eM | uejeqep seui(] UBBIEPUY]
uedex8udlIod | Seulp  UBBRIEPUdY 1edo) seulp UBBIBPUSY] 1edo], Seulp ueeIEpUY neje seul(] uesueIoIdd
ueideqg qng eAurynuadiag, ueepesudd yerunp % ueepedudd ISBIUISId ueeIepudy ueepeduad
‘Temedad
Uya[o ueieuesie[p

Suel ueyejurrowad

00T X

SejAnse | yeloe( YejuLIoWa Uesnin
Teoue[roduwow BUNS Suelunuad yeioeq AIIN
yeioep yejunowad | Suereqg ueepeduad yninyas NILIVM
uvesnun  duelunuad gerwnl/nysyem jyeda], LVd3L yeloed YejuLauwod
yeloep {ITW | eloe YejulLlouwlod Uesni() uesnin Suelfunuad yeroed YBIULIOWS]
guereq ueepeduad Suelunusd yeroed AN yeloe( JIIN Suereq | uesnip Suelfunuad yeiseq
wnu ueidegq eAurynuadio], | Suereqg ueepedusd yerwnp % ueepe3duad 9SBIUISIdd SN Suereg ueepedusd ((9
NVLVIODHEM
JOLVIIANI NVLVIOEAINS
davmve NVONNLIHIAd dNS/NVLVIDIIN/IWVIDOId
NVHITINAd NVALVS /NVLVIOEN/WNVIDO0Ad | "'ON
DNNDONVNI SNNNY/ISYINNIOA /NVIVSVS/NVNrNL
NVSV1V /NVIVSVS/NVArNL

JOLVIIANI




yeioep yejurowad

uesnun  Juelunuad

ueyeJULIOWRJ UBSnIN)

3uelunuag esep ueyningsy

guelunuad esep ueyningoy

yeloe(] UBYBJULIOWD]

uesni 3uelunuad

wnw ueideqg | esel  eAuerpasigg, uveynuowad yeunp % ueynuawad 9SBJuUSsSIag eSe ueeIpaAuad |(Z
‘ueure uep ueweAu
ueduap lojuey
ip ely selanye
uesuerelusw urerep 001 X Jojues 3unpasd
remegod Suelfunuad | uejereiad ueepedusd [e1o0],
redeqos urlsowr uep | yerunp deqip nisem yedo) nypem jeday
uedesduatag | Sunps8  uejererad Jojuey] 3unpagd uejererad Jojuey] 3unparn ueje[eIsd eAuure] UISay
ueideg qng BAUBIPISI9], ueepeduad yeunp % ueepedusd 9SBIUISIDd | Uep ueje[eldd UBepesusd
-J0jUes]
1p el sejanye
uexueelusw
werep remedad 001 X Jre[ogowr
elrzoyy  Suelunusw ueepeduad [e10], yeunp
uedeySuopiod | yyun  Jre[nagow |1Seqip nijem jeds) Irefagaur nysfesm jedal Jrefaqnan
ueideg qns BAURIPISI], ueepegduad yerunp % ueepesduad oSeluasIag [992]A ueepeduad
Areq
ueduop  eAusedn
NVLVIOHA
avmvr SOV NVONNLIHIAd ans/NVLVIOE/WVIDOAd e
DNNDONVNE NVHTTIE SNNNY/ISVININIOA e /NVIVSVS/NVALrNL ARPAR IDINEIR |08
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLAL

JOLVAIANI




suek uejersdoy]
Jeouelroduwoul 001 X
uep guelfunuad | 10jues uedesdusliod emas
redeqos Iojuey | ‘iseioxa( BSE[ UBYNINGI|
ueremedadoy] uedesduarrad / 10yues] uedesdualrod J10juey uedexduolrod emos
uep eyes() eje], | uep uejererad BMOS ‘ISBIONa( ‘Iselosa(] BSE( UByningay | lIojuey] uedessud[Iod UEp
ueideq qng esel  eAueipssig], BSe ISesI[eal yeuunp % ueynuawod 9SBIUSSId] | UBje[eIod Bse[l ueeIpaiuad
‘ynuadioy
uodoel} uep ‘Ire
P ‘S[LIJST] UBBIPISII]Y
/. uesnsewowt wnuw Uerer ueduelousd
ueremesodoy | 3yjmyun uodo[el wep | OOT X (3{rusy R e ‘uodafe) uep LS ‘are ‘uodiay MLIIST] Uep Iy
uep eyes( BlE], | ‘Ire uisi ueyise) ueyningay / LIS R Ire ueued8ue] ueyningay [eAe Joquung ‘ISENIUNUOY
ueideq qng eAurefeqia], | ‘uodo[o) ISeSIeal yepuny() % ueynuawad 9SBIUISIS] BSE[ UeBIpPoAUdd
‘Jeloe( JeMelaINIS
I0jues werep 00T x yelse(q
ip undnew Jenj UBUBJULIOWS Uesnif)
Ip req uejerdoy | Suelunusd esel weyningoy yeiseq
Teouerodurow BUNS3 ynunjes yewunl/yeiseq ueyeBjULIoOW Uesnin)
NVLVIDHAA
avmvr SOLVAIANT NVONNOLIHIHd anS/NV.LVIDEN/IWVIDO0Ud NVLVIDEAENS
DNNDONVNA N VRTINS SNNNY/ISVINNIOA NVRLYS /NVIVSVS/NVALrNL AR ARG | TON
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLrNL

JOLVIIANI




ueremedoday] ueerepuoy eAedns ueyningas /seurp UeRIEPUIY UBRBIB(I[SWS] srelfed uep ueeIeYIoWod
uep eyes() Blg], | Seurp UBeBIEpUdY ueeIepuay ueereyrPuad ese ueelpaiusd ueyningoy] ehelg ‘ueereyrouod
ueideqg qng eAuereyrodig], ISeSsI[eal yerwn) % ueynuawad 9SejUasIod BSe UeeIpaAudd
00T
"3yreq ueguap X yeloe(] UBUBJULIOWS]
1s8unjraq yedep uesnin duelunusad
yeioep 3uereq yeise(d I[N Suerieqg
uenejuewad | ynunjes yepunl/ereyrjedisy ereyrodia)
snjuaq reSeqos | 3uek yelseq UBUEIULIOWR] gued yeioe( ueyeULIaW] yelog( UeYBIULIOWO]
yeloep i Suereq | uesni Suelunusd yeroe( uesnin Suelunuog yeroe( | uesnin Suelunusd yeideq
wnu uedeqg eAuereyredia], I[N Suereqg yerwnp % SN Surereg asejussIod (NI Suereg ueereyrowod ((8
-J0jUes] 19SEe-19Se
edeluow urerep 001
uep efl1oxoq wrerep | X (ure[-ure[ uep UBUBWEIY
uesnpradip Suef | ‘ueyIsiogoy - IojUBR WNnuwn
ueremedadoy] Iojuey ueuewedy | ueuede[ad esel ueyningoy Iojuey wnuin
uep eyes() ele], | uep ueyisiaqoy | / Jojuey wnuwn ueuelead ueueferad esel ueyningas{ | Iojuey] wnuif) ueueie[dd
uerseqg qng esel efurynuadisf, esel 1sesi[eal yeun) %, ueynuawad 9sejuas.Idd BSE[ UBBIPIAUdd
‘Jelse(] jerre}arddg
Ua[o ueseuBs3e[Ip
NV.LVIDHEA
avymvr dOLVAIANT NVONOLIHIHd aNS/NVLVIDII/IWNVIDOAd i
DNNOONVNE e SNNNY/ISYININIOA NVALYS /NVIVSVS/NVALrnL FIGERERTRIBRAREY | WK
NVSV1V /NVIVSVS/NVNLNL

JOLVIIANI




uep Sunpasd Sunpog ueereyrowad
uexnsewaul ueyningay [ejo} 13eqip eluure] ueundueg
eungd ueunguaq | BAuure] ueunsueq R Iojuey uep Jojuey Sunpan eAuure] ueunsuegq
uedexduolidd | uep Jojuey Sunpo8 ueereyrowad ISBI[Iqeyay /ueereyrouwed uep Jojuey Sunpan
ueideqg qng 3unpa8 1seIIqeyYdy ISESI[BaI yeun) % ueeuesye[od 9sBIUISID | ISBI[IqRYY /UBBIRYI[oUW]
‘Temedod
uejerdoy SellAnE
Suefunuad redeqoas
req ue3uop
1Is3unjiaq uIsow
uep uejererad 001 X (eAuuref ursow
uesnsewow | % uejererad ueereyrpuwod
eunN3 uisowr | ueyningeay /eAuure ursaw eAuure] uisaon
uedexdusiad | uep uejeerad | % uejererad ueereyrpowad uep ueje[elsd ueereyl[auod eAuure] UIS9|\ uep
ueidedg qng eAuereyredia], ISEeSI[eal yepun,) % ueeuesse[ed osejuasIod ueje[EId UBBIBYI[QWS]
‘Temedad
ueseulIpay sejanye
Jequreysuaw 3epn ueleqE SBUI(
uep 3req ueduap 001 X (seurp uedueiolod ueerepudy yeled ueeIEepudy Neje seuiq
1IS8unjIaq seuIp ueeIepusy Ueereyrowad uep ueereyloued eAeid uedueloldd UeBIBpUIY]
NV.LVIOHEM
avmyr AOLIAN NVONNLIHIHAd gNS/NV.LVIOEN/NVIDOUd HAIERSE SRats
ONNDONVNEL NVHITINES SNNNA/ISVININIOA s /NVIVSVS/NVNLNL RIS, | e
NVSVIV /NVIVSYS/NVArNL

JOLVAIANI




sejuorud  sidorens yejuLouwd Isuejsuj sqreq YejuLIowWad ISuBIsu]
elroury JoyexIpur elioury] selIqeIunyy elIoury] sejIgejunyy wajsig
1IsestuediQ uespedniour | wWIISIS Te[Iu Dfiiuaw Suek re[u Iruaw 3uek yerseq
ueideqg euarey ymdiq | yeioe( jexdueisd yeumnp % yex{dueIod 9SBIUISOI] 1sesiue310 ueeleUd ((6
001 X (eAuure] ueundueq
9 J01UEy Sunpasd Sunnp
eueres ueereyrouwad
sejuronid pelusw ueyningoy /eluure| eAuure] ueundued neje eAuure]
guek ueloderod ueunsueq Jojuey] Sunpan Suninpuad ueundueqg neje J0juel]
ueideg qng 1ssunj 9 J01UEy 3unpad unsnp BURIESRI] UBPD BURBIES Sunpon Sunynpusd
uerodejod uep 3oxod sedm puRIEs Ueereylouwad ISE}I[IqERYSY / UBRIeyI[aWod pURIESRIJ UEBD BURIES
ueideg qng njes yeres redeqsg ISESI[BaI Ye[unp) % UBBUEBSYR[o] 9SBIUISIY] | ISBI[IqRYSY /UBeIeYI[aWad
‘Sunpa3d uep I1o1ues]
werep 1p remedad
uexeleyequowt
Sepn  uep  3req
ueduap JemeId)
ISIpuoyq urerep 00T X (eAuure|
yisure  ueungdueq ueundueq % Jojuey
NVLVIOHM
avmve HOLVIIAN NVONNLIHIHd gNS/NV.LVIOEN/INVIDOId NVIVIDEIENS
NVHITINAd NVALVS /NVLVIDE/WVIDOAd | 'ON
ONNDONVNE SANNY/ISYININIOA /NVIVSVS/NVNLNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNINL
JO.LVAIANI




ueuelered sejensy|

qand uejessuruaut
ueuele[od ynjun BIUTWIP eAurqnd eAusrignd
I101eUIpIooy] yeieeq Jeyduelsd ueuele[ad ISBIISBIIP | Yelde( ueuele[od ISEJ[ISEIP BUBSYET] BlE], UEp
qns euaIey ydiq | yesoeq yexSuelsd yeune | jexduessd | yeiseq jeyduelsd yewnp |qqnd ueueAelad ISEIISe]
YejuLIouIod 1Isuejsuj
ueedequIa[ay]
Isenfesy
uewiopad Suejusl
0coc ungel 0<
ON g3 uedusuridd
urerep uesjeusurerp
Tensos eAuunye}
uejeqep denn ueedequo[ay
sISI[euy uep ISenead
ueeSequio[ey | uesnyePw  qifem ISEN[RAJIP eAuueedequia[ay ISeN[eAdIp
J0YeUIpPIOOY] yeroep Jesdueiad uep ISel[Iseyip suek | yeloe(q uep 1sejIsejip Suek uejeqe[ SIS[[eUY UEp
qns BUIIEY ydiq | yesoep yexduetad yerunp | yessuersd yeroep jexduerad yerunpe | ueedequisey Uee[o[a3Udd
‘ISesTue3I0 001 X yeise( jexduelad
uerseq eped ynunjes yepunl/req
JOLVIIANI AERINVERT NVLVIDHENENS
avmyvre NVONNLIHIHd gNS/NV.LVIOHEN/NVID0Ad
DNNODONVNHI MERTENEE SNINNA/ISYVININIOA NVALYS /NVIVSVS/NVALNL ATV RSEE, | e
NVSV1V /NVIVSVS/NVNLNL

JOLVIIANI




Isenjollg
ISBULIOJOY
uep eloury]
J0)eUIpIooy]

qns

sejI[Iqelunyy
IsenfeAy

duejuo], 120C
unye], Qg Jowou
qyjuedusuriod
eped wnjuedIp
gueA rensag elioury
sejrIqeIunyy
woisig  1sejworduur
ueynsepw  qifem
yeioe(q Jedsdueldd

BUdIeY ydiqg

yeluLouwod I1sueisu]
elouny sejiqejunsy
wolsIg Isejudwoduur
wrerep ISeIseyip uek
Jeise(] jyexdueldd yeunp

yeised
resxdueIad

Hreq yejuLouRd ISueisu]
elroury sejqqelunsy
wo)s1g 1sejudta[dul

uwrerep 1sejisep suek
yeloe( jeydueliad yeunp

ISEI0IIg ISBULIOJOY

uep elroury] uejey3uIudd

ANqnd
ueueie[od uereruad
uewiopsd — duejudl
L10T unyel LI
ON gyueduauLod
jeuewe ueduop

rensas ornqnd

avmvr
DNNDONVNIL

JOLVAIANI
NVHITINAd
NVSVIV

NVONNLIHIAJ
SNINNA/ISYVINNIOA

NVNALVS

NVLVIOHAM

GNS/NVLVIDAN /INVIDOUd

/NVIVSVS/NVNLNL
JOLVIIANI

NVLVIOENLNS

/NVLVIOE/INVIDOAd
/NVIVSVS/NVNLrNL

‘'ON




euesye’] ueueleod sejeny
elR], Uep JIqnd uesyesduruaw eUESE]
ueueie[od ynjun BIUTWIP euesye] |erel, uep Jqnd ueuelerd
JIOTEUIPIOOY] yeioe(q Jedsuelsd yeiseq eIR], URp JIqnd urueAe[od sejeny uelepuaduad
qns BUIEY ymdiq | yeseeq yesSueisd yerwunp | jessuerdd sejeny] eAujesSUTUS | Uep IsenfeAy ‘SULIO)IUON
ISEIN0IIg ISBULIOJoY
ueeuesyead
ISBN[BAD
uewiopuad  UeBIUD)
0coc unyel 9g
ou gyuedusuriad
ueduop Tensos
ISesjollg ISBULIO)RY
1Isexsjolrg 1sejuawa[dut
ISBULIOJOY ueeuesye[ad 1Isenjolig ISexnjolrg
uep elisury] ueynIePu ISEULIOJRY Isejuswa[dur ISeULIOfoy Isejuawa[dulr
101eUIplIooy] yeroep yesduerod urerep ISejyIsejip | yeilse( urerep 1sejiseyip suek
qns BUIEY ymdiq | yeiseq yesSuersd yejwn | jessueidd yelse( yexduelsd yerunp
yejuLiouad
Isuelsuj elioury
NVLVIOAM
avmvr SAOLVIANT NVONNLIHIHAd aNS/NVLVIDEN/NVIDOUd i
DNNDONVNA] NV SNNNA/ISYININIOA NVALYS /NVIVSVS/NVNALNL AR EORE,  {6N
NVSVTV /NVIVSVS/NVNLAL

AOLVAIANI




uep ‘uveurdurd

yerep ueurdund | ISeXUNWOl ‘Ue[o30301dox ‘uejoxojoiday 3uepiqip
uweurduwig msun ueyningay | Suepiqip yeisep ueurdwid yezoep ueurduid nsun
ISEXTUNWO}] UEp | ISB}I[ISE] yerun/ Jnsun 18eq UBSBUIPIY 13eq ueseuIpay ueyningay ueurdwig ISeyIunuoy]
[030104 uerdeqg | myejsusw njun ueyningsy yepwne % ISBJI[ISE] OSBIUISISd | Uep [03{0j01d ueeuesied (01
‘qeroeq
yeluLowed elroury
uelode] unsnAuaw
ISers{oIrg ynjun IsenjoIg
ISBULIOJOY ISBULIOJOY uep uaredngey] /yeroeq yqeloeq
uep elroury] elioury] 10JBUIPIOOY] yJejuruad (usrednqgey yex3un) yejuLoued elioury
I0JBUIPIOOY] qng 1s8unj 3josjod |yejuLawdd 1suelsu] elroury] yeioe(] yejuLowed elioury ueiode] ueunsniuad
qng seSn; myes yeres | ueiode] uswmnsop yejwnp | uswnioq uesode] eAuunsnsia], uep ISEUIpIooy]
ANqnd
ueueAe[od Uere[iuad
uewoped — Suelud)
L10C unyey LI
ON gyueduourisd
JeuBwWE ueduap
TENSaS orngnd
NVLVIDHA
avmvre HAOLVAIAN NVONNLIHIHd dNS/NVLVIOE/NVIDOAd USSR )
DNNDONVNE R SNNNY/ISVINNIOA NYALYS /NVIVSVS/NVALrNL /NVLVIODI/WVRIDO0N | "ON
NVSV1TV /NVIVSVS/NVNrL

JOLVAIANI




yeroep  ueurdund uejos{ojoxdo]
[0310301d msun uejoxojoxday | yerwnl / yersep ueurdund Suepiqip yeisep
J03euIplooy] ueuele] yewnl [Insun ueseurpay 1a[oxo3oxd ueurduwid Jnsun UeseuIpay
qns myejeduawr njun uejerdoy yejwny) % uejerday ISe)[ISe] 9SBjuasiod uejoxojo1day] 1IsejiIseq
00T X Yyeloep
ueurduwnd 183eq 1selsiurIpe
ynungas yepumnft
/ 1seypiseyp Suek (nedng (nedng 1yy yeis uep ep3as
yeioep uweurdwid | MUy Je1S Uep Bp3oS UASISY U91SISY ‘Ueloe(] SLIBISINIS
nsun ueseuIpay | ‘yeloe( SLBRnIS ‘yeroe( ‘qeroe( ereday [3{em
ueurdurld uejerdos]/epuade | ereday [B{em uep yelse( uep yetoe( ereday]) yeroep
ISesq[UNuoy uep yerwnl| eredoy]) yeisep ueurduwrd ueurduwid 13eq 1sensiuiupe

[03{0304 ueldeqg

myelasuaw njun

18eq sensmurnupe yerunl

%

ISEJI[ISB] 9SBIUaSISd

00T X ISejuawInN{op
uep ‘ueurdurd ISE{IUNUIO
‘uejosjojoxdey 3uepIqip
yeroep uveurdwid msun

1deq ueseuIpay ueyningay]

uesSBUIPY | Yynanas yerwnl/sejseyp ISejuawIN3op
rvIBOB-BIBOR eped SueA 1IsejuowInNop uep ‘eurduwrd 1SeTUNWON
NVIVIDHM
HOLVIIANI NVLVIDENINS

avmvr NVONNLIHIAd dNS/NV.ILVIDEN /NVIDOAd

NVHITINAd NVNLVS /NVIVIDIN/WVIDO0Ad | ‘'ON
DNNHONVNAd SNINNA/ISYININIOA /NVIVSVS/NVNLNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLrNL

JOLVAIANI




[em ‘nedng)
yeroep  ueurdud
nsun  UeseuIpay
uejelsoy eped
yeroep  ueurdud 001 X (yeroep ueurduid
veurdurlg UBSBUIPSY UBUBAE[| JNSUN UBSBUIPIY UBIRISOY
1Isejuawns{og isejuawnsiop | yeunpe / yeisep ueurdwid yexoep ueurdud
10JBUIPIOO}] erwnf | JNsSun UeSBUIPSY UBJersoy] INSUN UeSeUIpay UeleIday] ueurduig
qns myejeduow  {niun ISBJUSWIN3OP Yerumny) % ISBJUOWINI{OP 9SBJUISIdd | Sedn], UBISBjUIWNIOPUd]
yeroep ueurdund
insun (isestuepnle
‘UBSBUIPaY
BIEOR BUESYE[ ueseuIpay
ueurduwig ele) ISBUIPJOOY) 001 X (1seurpiooy uejeiday ueeuesiead
ISEXIUNWOY] ISEXIUNWOY geyunpe / 1sejIsela) 1Te3I9] ISEXIUNWOY Yeloep
I0JBUIPIOOY] ISB]I[ISe] yerum( ISBUIPIOONRISEHIUNWON uweurdwid Jnsun UBSBUIPIY veurduwig
gng myejedusw  ynjun yeruunyp) % ue)eIdo3] ISBJIISE] 9SBIUasIod ISeIuNuWoy| ISejIsey
ueseurpay % 00T X (1sejise;ro)
BIBOE eped dueA 1910310101d UBIEISON
NVLVIDHEA
dVMVL SOLVAIIAN] NVONNLIHIA] dnS/NVLVIOEN/WVIDOUd NVLVIDEAENS
DNNDONVNA RS SNNNA/ISVININIOL NVILLYS /NVIVSVS/NVNrNL S snitanl hat
NVSVTV /NVIVSVS/NVNLNL

JOLVAIANI




URRIULISUWId]

ueideq

urerep
UBYBJULIOW]
ueideqg

rep sSunjy  uep
sjoqod sedny rensag

001 X uejBUIROaY
ynumas yeqwni/sreq
3uef ueyejuriowad
e[0[23 BIE] DI[IUISUI
SueA ueyewreooy yerwnp

%

Aqreq
uejewed9y ueyejuLowad
B[o[o3] Ble] Brustw

Suek uejeureddy] asejuasIag

uUeYBJULIQWJ

BlE], ISBIJSIUTWPY UBJBI39Y]

(1

yeloep yejurowad
ueeredduaaluad

nndusul  {njun
yeloe(q ueduenay
ueejo[a3Ud

syopu] ueInynduod

suejua) 020T
unye], e[ JOWON
yedsrey ersouopu] Hrqnday
ueeiolyelosay | LI93oN wereq (133un /3uepes /yepuay)
uep LIQJUSJ UeINjeldd yeloep ueyejurourad yerseq
UBYBJULIDWd] uenjualay ueered3usjaluad yejuLowad ueereddusphus | 1efsey ueelaiyelosay] uep
ualsISy ueduop rensag elroun] snelg I0¥S uerode] elioury snjels ueyBJULIdWRd ureidold [q
(qeroe( strelonos
uep nedng
NV.LVIOJI
AOLVIIANI NVLVIDIININS
davymyvr NVONNLIHIAd dNS/NVLVIDEN/ NVID0Id
NVHITINAd NVNLVS /NVLVIDOEN/NVIDOAd | 'ON
DNNODNVNAL SNNNA/ISVINWIOL /NVIVSVS/NVALNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNCNL

JOLVAIANI




‘sejuonid pelfuow

Suel ueyeAe[moy]

ISelISTurIpy
ueyele[imay] J0JBUIPIOOY] uasiad ueyeAB[IMIY ISBIISTUTWDPE
ISEI)STUTWIPY qng 1s3uny snjeios 13eqrp ueelioxad ueeredgduoraAuad
JIOJBUIPIOOY] uep 3oxod sedn |yerwnlideqip ueseuesyep 1sejIIse] urerep ueelioxad ueyeAR[IMIY]
qng njes yees reseqog duel ueelioxaod yepunp % ueeuesye[ad oSLIUSSIO{ | ISBISIUIUPY UBR[0[a3Udd
‘sejuond 1pelusw
3ued ueyejuLIOWO]
ISBISIUTWPY (nruad ysap) wnwn
UBYBIULIdUWdd I0JeuIpIooy] uastad ueyejuLouwad ISenSIUIupe
ISBNSIUTWIpY qns 1Isguny smjeios 13eqip ueelioxad ueeIedsus[aAusd
JIOJeUIpPJIOOY] uep 3o3od sedn) |yeywn(iSeqip ueyeuesye[p 1sejiise] urefep ueelioxad ueyRIULIoW]
qng nmes yeres reseqas SueA ueelioyod yerunp % ueeuesye[d asejuasiIag ISENSTUTWPY Ueeleudd
Hreq
Suel ueyejuLowad
B[o[oY
eje]  Isensiuriwpe
ueeregdduafoAuad
NVLVIDHEM
avmvr SHOLVAIANT NVONNLIHIH dNS/NVLVIOAN/NVIDOUd MRS
DNNOONVNHI NV SNNNA/ISVININIOA R /NVIVSVS/NVALrNL /NVIVIOII/NVAIDON | "ON
NVSVTV /NVIVSYS/NVNLNL

JOLVMIANI




“UeYejULIauWdd

uerdeq Lrep

duek e3noy sreyid

undnew ure] YejuLwRwod

ure] yejuLowad uesuap

ueyejuLIouwad 1s8unj uep sosjod | uedusp 3req L3N wereq sreq L1289N wereq Yeioe( L1o8oN urereq
uerdeg sedn] nyes yereg | yeroeq eureselisy yerwnp % eurese[19y] osejUISIad eureg el1oy] 1sejIIsey
"JeIoep
ewesel1oy uep
yeroep uexeliqay
uesnwmniad werep
ueyejuLalad 00T X
ueideq | yeroep eweselioy yninjos (rue8uejepuelip)
uep 1s3uny uep | yepunl/3req uesuap 3req uesusp
ueyeluLIoudd sosjod sedn njes | nnluepepunip 3uek nnlueprepunip Sued yeioep yeise(q
ueideq yeres uesednio]y | yeloep eweselisy yerunp % ewesel10)] 9sB1uUasIag euresel1oy] selisey ((g
‘sejuiond 1pelusw
Suek yeloe(q
ouo0}() Uep BWES
yelor( TwouolQ | elidey]  I0jeurpIooy] uoasiad yeioe(
uep eweg eldy | qng 1s3uny snyerss 13eqip ueelroxad Twouo}) ueeuesied
J03eUIpIOO}] uep 3oxod sedn) |yerwunliSeqip uesjeuesie[p 1sej[ise;] werep ueel1oxad yeloe( rwouol0
qns njes yeres redeqos gues ueelioxod yeunp % ueeuesye[od aseIUasIag ueeUESE[od ISBI[ISe]
NV.LVIDHEX
avmvr AOLVIIAN NVONNLIHIAd aNS/NV.LVIOEN/INVID0Ad NVLVIDEAENS
DNNODONVNAD NV SNNNA/ISVINNIOA NV /NVIVSVS/NVNLAL ANFBRHE SO0, | el
NVSVTV /NVIVSVYS/NVNLAL

JOLVAIANI




103eUIpIOOy] ueideq 1s8unj ISeqI[Iseyip 3uek renyudg rejusiy
qng sjosjod sedn) rensag uejerSoy yerwnl | uereiSey | ueeweSeos uejedoy yerunp (eulg Uee[o[oSudd ISBIIISBY
1elyey
yelsey ueetojyelosay] BISOY Tefsre1 ueerayelosoy
ueeralyelosay] uerdeq 1s3uny | uexeliqoy] ueeuesse[od uexeliqoy ueeuesyerad 1els1ey ueeio)yelosay]
ueideq sjosjod se8n) rensag | uejerdsy Isejqise; yerunp | yeruml uee13o3 ISe}I[Ise] yejuunp ueseliqoy] ueeuesyedd |(¢
"UeyejULIoWdd
uerdeq Lrep
ueyejuLIoWag 1s8uny uep xosod eures el1oy ueeuessead ISen[eaalp 3uek eures eureg el1oy]
ueideq sednj njes yees | Iseneas gejwnp ey el1o3 ueeuesye[ad yeyunp ueeuesSyE[2d ISen[eay
00T UexIexIp
euresel1o3] ue[mnsn
[ejo}  18eqip  ISBII[ISBLIS]
“UBUeIULISWYJ | 3uek ©e31193] seyrd
ueideq Lrep | undnew ure] YejuLouwed
ueyeIuULIoOWSd 1sguny uep sjosjod | veduop req LROZSN JIen] 3qreq LI98aN Jen] yelse(q L1939N
ueideq se8n) nyes yeres | yeioeq euweselioy yerunpe % ewesel1oy aseluasisd | ren] eureg elIoy 1SeIIISEY
00T ueITexIp
euresel103] uemsn
[e10) 18eqIp ISE)I[ISBJIA)
NVLVIODOHEA
avymvre HOLVAIAN] NVONNLIHIHd dNS/NVLVIOEI/INVID0OAd NVLVIDEAENS
DNNOONVNI] A SNNNA/ISYINNIOA NVRLLYS /NVIVSVS/NVNrnL AR || T
NVSVIV /NVIVSVS/NVNrNL

JOLVMIANI




elroury ueredeo

ISen[eadguau
yeseIeASB ynjun yeAsey JesereAsey ueeiojyelosay]
ueelayelosay] ueeiajyelossy] JexeIeAsey ueeiojyelosay jresjIa], elioury
J0JeUIpIOO}] uerdeq 1ssunjy jres{1o) elrouny ueredeo uerede) uep ‘1Isenfeay
qns syjo3jod sedn) rensag uejerdoy yerunl | uejersoy ISen[ea? uejeiday yerwunp ‘uexeliqay] ueeueSyE[3d
[eisos
ueerayelosay
resjIa)
elroun] uereded
Iseneaaguaul
reisog Jynjun jedyey reisog ueerayelosay
ueelojyelosay] ueeldyelosay] reisog ueeiajyelosay] jres{Io], elroury
101eUIpIooy] ueideq 1ssuny jres(19) elrouny ueredeo uerede) uep ‘1senjeay
qng sjo3jod se3n) rensag uejerday yerwnl | uejerdoy] ISEN[eA? uejelday yerunp ‘uexeliqoy] ueBUBSHE[Sd
ueewresea’y]
uejersay
ISB}I[ISBJuoW
remyuds nun yedsyey
[Brusy eulg ueeidyelosay]
JOLVMIANI S NVLVIDHENENS
avmvre NVONNLIHIAd dNS/NVLVIDEN /INVIDOUd
DNNDONVNID G SANNY/ISVINNIOA NVILLYS /NVIVSVS/NVALrNL HTEETRELATRONE | TOH
NVSVTV /NVIVSVYS/NVNLAL

JOLVHIANI




ISEULIOJU] Uep

uexduepunip
up uexdelanp
yere) sue wnsjoy

00T
x uesdejoyp Sued wniny
snpoid gequn/ 1e101

uesSen[reqasip

wnyny Iseuroju]

1Isejuownsjoq sinpoid ueredeo | 1Beqip 1sejuswnopIp Suek uep 1sejuawnsopip Suek |  uee[o[a8Uld Uep WNINH
Joyeurpioosqng | myejeduswr ymun | wnsny  ynpoxd  yequnl % wnsny ynpoid asejussiad [}Npold Ueisejusinyopusd
wnny IsejI[Iseip Suel 00T x uexnferp Sued
uenjueqg wnsjoy uenjueq | wnyny uenjueq yeuml ISeISeJIp
103eUIpIOOY] ueueke] uereded | 1ej0} Beqrp wedueyp Juek Sued wnyny uenjueq
qng muyeleduow yjmiun | wnyny  uenjueq yepwnf % ueuele[od oseluasIad | Wnyny uenjueq ISEIISEY
ueduepu) 001 x tfexrp Suek wmny
Suepuniad 1fex{rp Sued wnsjoy | snpoxd yerun( (ejoy 13eqrp 1fexIp
JOJeUIpPIOOy] sinpoid ueredeo | uexdejoyp Sued wmndny Sue£ yersep wnyny ynpoid yeioe  wnny jnpoid
gng muyeladusw sjnjun | npord uedueouelr yerwnf % ue3UBOUEBI 9SBJUISId] ueuUNSNAUYJ ISBIIISey

wnyny
ISBULIOJUI UBP

ueuele[od yerwn

urnny
Iseuniojur  uep ueuele[ad

wnsny ISeuLIojul

wnyny

wn3ny ueideyqg myejo8uow ynjun | vednsed gerunpe | ygerunl uep ueuelerod uedns[e) | ISEUIPIOOY UEP ISEI[ISEY |(¢
Jexereisewl
ueelojyelosay
i s
NVLVIDIM
JOLVIIANI NVLVIDENENS
avmvr NVONNLIHIAd dNS/NVLVIOEN/NVIDOAd
NVHITINAd NVNLVS /NVLVIDE/INVIDOAd | "ON
DNNDOONVNHI SNINNA/ISYININIOA /NVIVSVS/NVALNL
NVSV1V /NVIVSYS/NVNLAL

JOLVAIANI




Jelsed NI | ueped UeBUIqUR] Jelse(q qerseq A eyes(] uepey
eyes() uepeqg JIojeurpiooxqng SN uee[o[oSud uexeliqay]
ueeUIqUd] 1s8uny yeloe 1IN BYesN BYES) yreq ellounfioq Suef yeioeq | Iseneay uep SULIOJIUON
Joyeurploosqng | sjosxod seSnj rensag | uepeg uejeyssay jexsull | uepeqg NI BYES() Ueped ye[wnpe | ‘ISESTUOD{UIS ‘ISBUIpPIO0)]
BAUUBSUBUIMI
ueduap Tensas 001 X uerouoxarad
ueunduequiod |  Suepiq ueseliqay yninyas
uep uerwouosfaiad | yepwnl/uesisejuswarduriip Ueruouo2.19d
UBIWIOUOYI9d elioury guek uerwouoxairad Suepiq uexeliqoy] UBIIoOUO0¥219d
uerseq Te[Tuow symun | Suepiq ueseligay yerunp % 1sejuowo[dul] 9SBIUSSIad ueseliqoy ueeuesyerdd |(1
eAUuuEB3UBUIMIY
ueduap rensas 001 X uerwouosjarad
ueunduequidd uveunduequiad 3uepiq ueseliqoy
uep uep uerwouoxalad yequnl/isejuawedwip UBIIOuO32.13d
UBTWOUONI2d eloury guek uermouosjoiad duepiq uexeliqay] ueunduequod uep
uo3SISy re[ruaw smyun | Suepiq uexeliqay yeumnp % 1ISejuowo[dw] 9SBIUISId] URIWIOUO2J9d weIdold [0
HIAr TP
uesSen[reqasip uep
UBISBjuaWnN3opIp
Jynjun
NV.LVIDHEM
avmvre SOLVIIAN NVONNLIHIHAd aNS/NVLVIDEN/WVIDOAd NVIVIOEAENS
DNNOONVNEJ SRS SNINNY/ISVINNIOA NVALYS /NVIVSVS/NVNLNL /NVIVIOEI/IVIOONd. | “ON
NVSV1V /NVIVSVS/NVNLNL

JOLVAIANI




UBTWOUO2I2d

Joyeurploosqng [1093] OININ
URTWIOUOYI9d 1s3uny [es{o] sejrpowoy 3urpueliq Touo3y uesemesudd
Jojeurpioosqng | 3yoxod sedn) rensag 1sowoxd yeunp ey ISejIse] uejerday] yejunp UEep UBBUBOUDI]
‘aerwrouo{arad
ISnqLisip uep
uerepuaduad  wn
UesISeurpIoosduaur
ynun
URTUIOUO03919d
Jojeurploosqng
UBTWIOUO219d 1s8uny URIUWIOUO3[212d ISNqLISIg
JoreUIpIOONqNS | Moxod sedn) rensag 1Iseurp1ooy yedel yeruunp ey wii], 1Iseurpiooy jedel yeyunp uep uelepuadudd
‘qeioeq
AT ByesN
uepedg elroury
re[ruouI smun
yeiseq yeiseq wnui)
wnu ueuede] | ueuele] uepeq uep yelse(  wnuin
uepeq uep yeroe( I eyesN ueuefe] uepeq uep
NVLVIOHEA
avmvr SOLVAICNT NVONNLIHIAd aNS/NV.LVIDEN/NVIDOAd NVIVIDEIENS .
DNNDONVNI RIS SNINNA/ISVINNIOA NVOLYS /NVIVSVS/NVALNL /NVLVIDEA/NVIOON | "ON
NVSV1V /NVIVSVYS/NVArnL

JOLVIIANI




wrexdoid yeloe(q Iedduelod (dodioxey)
uenepuadusg | eped ueiepusdusd ueunduequiad UeIBpUIZUI] ueunduequod ureidoid
Jojeurpoo’qng ueeuesye[ed | IseuIpiooy yedey yerunp ey 1seurp1ooy] jedey yeumnp [1Isenfeay uep uelepuadudd
‘ueunduequod
uejedoy  weidoid
ueunsniuad
ISB}I[ISEJuaW
jynjun ureidolid
ueunsnAuad
urexdoid Jojyeurpioosqng uweunguequiad uejerdoy
ueunsniAusag 1ssuny sjoxod urei8oxd ueunsniuad urerep ueunduequod ureisoid
Jojeurploosqng | seSn} mnjes yeres uejerdoy yepunp | uejerday] ISejIse] uejerday yeump ueunsnAudd ISBIIISey
00T X
ueunduequod | Yeloe( je¥3ueidd Yyninyes uveun3uequad
ueun3ueqUd] ISEISTUTWIPY yerum(/veunduequod ISensiurpe qria)
IsensmuIupy | ueidegq 1s3uny ISeI)SIUTIpe (319} Suek werep Yyeroe( jexqduelod ueunduequad
ueisdeq sjosjod seSn) rensag | yeroe( 1e33uelod yerumnp % eAUISB)I[ISBLI9) 9SBJUIS0I] | ISBISTUIupy ueeuesye[d |(g
Tex0]
sejpowoy buipuv.iq
ISe}[ISeJuowW Jnjun
NVLVIOEA
avmvr SOLVICNT NVONNLIHIHd gnNS/NVLVIOE /INVIDOdd NVEVERDIES
DNNOONVNID e SNNNA/ISVINNIOA NVALYS /NVIVSVS/NVALrNL /NVLVIOE /NVRIDON | "ON
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLNL

AOLVAIANI




ueepeduad eser uep | esel uep Suereq ueepeduad ue3oqoin uajedngey]
uee[o[a3uad Suereg ueepesusdd yerunl rejoy 1deqip IP UBNjU}ay rensas
ueiseqg sejliqejune 1sesi[ea1d} 3uek esel uep uep 3req 3ueA esel/3uereq Bse[ uep suereqg
gng ereday] uespes{3urusjy | Suereq ueepeduad yerumnpe % ueepeduad osejuasIog ueepedusd uee[o[o3Udd
001 X uesoqoin
uojednqgey] 1p esel/3uereq
ese eseQ uep ueepegduad yninjas ue3doqoln) uajedngey]

uep duereqg

Suereg ueepedusd

yejwnl/uenjua)ay rensss

Ip UBNJUS}93 rensas

ueepesudd sejqelunse uep ¥qreq 34 esel/3uereq uep 3req Suek esel/3uereq esep uep 3uereq
ueiseq uesjesq3urua|\ ueepeduad yeunp % ueepeduad 2seJuUISIod ueepedusd uee[o[a8uad |(g
uelerdoy qns
/uejerdoy /ureidoxd
ueeuesyed yeloe(q
gemel3un 1exduersd ueunsuequad
uesodeod 83ueuad /ejo1oduad ueeuesye[od ueilodead ueun3uequisd
uep ISenfeAy regeqos ISen[eadrp suek | yerse(q Sele 1seneaslp suek ueeuesye[ed ueloderad
IoyeurpIoodqng | yeiveq JexdueIiod | Yeloe( jeysuelod yequmnp | jessuerod yeloe( 1e3SurIad ye[wn, | uep ISenfeaj Uee[o[oSuad
ISeUIpIoOy] jedey
mpepur  ueqn3erp
NVLVIDEM
JOLVAIIANI NVLVIDENENS
avmvr NVDNNLIHIAd aNS/NVLVIOEN/INVIDOUd
NVHITINHd NVALVS /NVLVIDEN/WVID0Ad | 'ON
DNNDONVNED SNINNA/ISVININIOA /NVIVSVYS/NVArNL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNrNL

JOLVAIANI




ueepesduod

ueideq [ouosiad
uep eser/3ueregq
ueepesdudd

ueel1axad

JOLVVIANI

eser e[o[e3Usd BUWEINII) [ISeH esyLowed 1eqelod
uep suereqg ‘qejurrowad uep ‘ueepeduad jeqelod
ueepedud esel/3uereq ueyIued eliay] sjoduwoay]
ISBXOAPY ueepeduad ‘aounIwoy yenquiad
uep ueeulquiod | nfead ered 1eqelod 18eg yejunouwad esep
ueiseqg 13eq ueeurquiad ese uep Suereqg ueepeduad uep Suereq ueepedusd
qng ereday uexeuesye[euW | SIUNJ, uelulquilg yeunp e SIu9, uedurquirg ye[wnpe | ISeoAPY UBp UBBUIqU™
Hruonad
BIB9S S[IUOII[ 001 X ueymsnip suek
ueepesuad eIe0ds eser uep |esel uep Suereq ueepeduad M{IUOJINa[H
ueuele] Suereg ueepeduod yerwnl rejoy 1deqip BIO9s uedoqoir) uajedngey]
uee[o[a3udd Isueredsuer) | euesye[1d) 3uek JIUOIINI[ Ip UBNjU}a¥ rensas IUOINIH
ueideq uep sejgeIunye eredas 3uek esel uep uep 3req Suek esel/3uereq BIBDOG UeEpE3UYd
gng ereday] uespesdurud)y | Suereq ueepeduad yerwnp % ueepeduad aSBIUSSISd ueuele] uee[o[a3uad
esel 001
uep Suereq ues{I[exqIp uemsnip suek
JOLVMIANI MpEEEES NVLVIDENENS
davmve NVONNLIHIHd dNS/NVLVIOEN /NVIDOAd
DNNDDNVYNAL NVHITINE SNNNA/ISVININIOA NVILLYS /NVIVSVS/NVArnL TN AEDOLT | "o
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLAL




wery

seme3uod  ISTWIOY
nesequio],
[ISeH Treyny [IseHq

deqg eueq IrexIo

oep

ISEUIPIOOY UBJBIZoY
ueseuUesSy{e[ouw
ynjun

wre[y eAeq Jloqung

epIsnsad
uep yndng semeduad
ISTIoy] (g ‘nesequisg,

UBURYLIdd UBp ‘Ueineoy

eleq roquing I0JeUIpIOOY] [IseH rexqn) [iseH 13eg eue ‘aeueINUoYy ‘UBIURLIS]
10)eUuIpIooy] qns 1s3uny ISBUIPJIOOY (]: ISBUIPIOOY uexeliqoy] 1Isenfeay uep
qng sjoxod seSnj rensog |ISBUIPIOOY UBJEIZay Ye[wn, | uejerday uejerdoy ueeuesyeed | ISBSIUOINUIS ‘ISBUIPIOOY]
“urefe eAep Joquins
uep uerwouoiatad
suepiq
Ip yeioep uexeliqax
uesnuwniad 001 X ueeliqay yningas
uerseurpiooguad gequnl/isejuswsidurtiog iIsejuawo[dwLia)
UBITWIOUONaIdd | sesny ueeuesyead duedk wrey eAeq JoqUING duel urery eAeq Iloquing ure[y eAe( Joquing
uerdeq redeqog | Suepiq uesfeliqay yerumnp % sueprg ueseliqoy] 9sejuasiad ueseliqoy] uenejuewa ] (4
eser uep 3uereg
NVLVIDIEX
JOLVIIANI NVLVIOEMENS
avmvr NVONNLIHIAd dNS/NV.LVIDEN/WNVIDOAd
NVHITINHd NVALVS /NVLVIOHEN/INVIDOAd | 'ON
DNNDONVNEJ SNINNY/ISYINNIOI /NVIVSYS/NVArnlL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLAL

JOLVAIANI




ey

ITe ISBAIOSUO3 uep
HLI)SI[ 1310U9 jeuwdy
ueseliqoy  JrexIs)
ISBUIPIOOY UBIBI3oy

ueieuesyeowl
Jnun

ure[y efeq Joquing

ITe ISBAIISUO3 ISBUIPIOO]

yedel (g {nsi 81aud

eAe( roqung I01eUIpIOOY] yewoy ueeliqoy 1ISeuIpiooy Iy uep 131ouy
I01BUIPIOO] qng 1s3uny yedey (1 : 1ISBUIPIOOI] ueseliqay] 1Isenfeay uep
qns sjoxod se3n) rensog [ISBUIPIOOY UBJRIZON Yewunp, | uejeisay] ue)eIdoy UBBUBSHE[od | ISBSIUOINUIS ‘ISBUIPIOOY]
"epIsnisad
uep sndng
NV.LVIDHY
JO.LVIIANI NVLVIDEXNENS
avmvr NVONNLIHIHAd dNS/NVLVIOTN/WVIDOId
NVHITINEd NVNOLVYS /NVLVIOE/INVIDO¥d | 'ON
DNNDONVNE SNNNA/ISVINNIOA /NVIVSVS/NVNrnL
NVSVIV /NVIVSVS/NVNLNL

JOLVAIIANI




PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN
Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Telp. (0292) 421040 Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id
Pos-el setda@grobogan.go.id




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di
bawah ini:

Nama : ANANG ARMUNANTO, S.SOS., M.SI.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.
Jabatan  : Bupati Grobogan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Purwodadi, 5 Januari 2024

ihak Kedua, Pihak Pertama,
SRI SUMARNI, S.H., M.M. ANANG ANTQ, S.SOS., M.SIL.
(Pembina Utdma Muda
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
A. [Meningkatkan penyelenggaraanIndeks Reformasi BB (71,00)
pemerintahan yang baik dan/Birokrasi (RB)
dukungan administrasi dalam
mendorong perekonomian dan
pembangunan daerah
1. |[Terwujudnya administrasi dan|Peringkat/Nilai hasil BB (70,10)
kelembagaan yang efektif efisien evaluasi AKIP Kabupaten
Rata-rata IKM B (77,70)
Kabupaten
2. |[Terwujudnya fungsi koordinasi|Status Kinerja LPPD Tinggi
penyelenggaraan pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat
3. [Terwujudnya fungsi koordinasi|Persentase Implementasi 100,00%
penyelenggaraan perekonomian dan|Kebijakan bidang
pembangunan Perekonomian
No. Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Rp 43.449.297.194,-
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Rp 15.033.925.700,-
Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Rp 2.764.047.700,-
Pembangunan
Jumlah Rp 61.247.270.594,-
Purwodadi, 5 Januari 2024
BUPATI GROBOGAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
SRI SUMARNI, S.H., M.M. ANANG N 0, S.SOS., M.SI.

ina Mama Muda
19730122 199302 1 001
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LAPORAN
AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

EKA SAPTA

(E-KATALOG SATU PRODUK SATU HARGA)
KINERJA PENGADAAN BARANG JASA MAKSIMAL
DI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Disusun Oleh:

Muhlisin, SE,MSi

19790221199803 1003
17/PKA-X1/2024
Kepala Bagian
Pengadaan Barang
dan Jasa

SETDA

i
J fSS== JCoach: SUDIRMAN MUSTAFA,SH. M.Hum
' I LJHLJL-“ ' Mentor :HERU DWI CAHYONO, S.STP, M.Si
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'“"“ "H ﬂr” Il [ BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWATENGAH BEKERJASAMA DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH _sm

KABUPATEN GROBOGAN | ‘
TAHUN 2634
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LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI

“JDIH THE NEXT LEVEL"
MENUJU LAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK SECARA
TERINTEGRASI DI KABUPATEN GROBOGAN

Disusun oleh :

NAMA PESERTA : Riadga Priambodo, SH

NIP 19820929 200501 1 006

NDH 20

JABATAN . Kepala Bagian Hukum

UNIT KERJA . Sekretariat Daerah Kabupaten
Grobogan

COACH . lkbal Khafid, S.IP, M.Si

MENTOR . Drs. Kurnia Saniadi, M.Si

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XI

EMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN
BADAN PENG PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024
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Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M
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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-3.HN.03.05 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

»

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA,

bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola
yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan inovasi
di dalam pengelolaannya;

bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, telah
tersusun Daftar Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Tahun 2023:

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMAS| HUKUM TAHUN 2023.

KESATU. ..



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :
Presiden Republik Indonesia;

£ 9

Penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan
terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah
memiliki laman (website) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada
Tahun 2023.

Menetapkan kategori atau peringkat kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Infoimasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan hasil penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pembinaan Hukum
Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan tidak
dapat diganggu gugat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan
seperiunya.

Keputusan ini disampaikan kepada penerima penghargaan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal 14 Agyistus024

Para Menteri terkait;
Para Pimpinan Lembaga Negara terkait;
Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian terkait:

Para Gubernur terkait;

Para Bupati terkait;

Para Walikota terkait;

Para Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait:
10. Para Rektor Universitas terkait.

1
2
3
4.
5. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural terkait;
6
7
8
9.



LAMPIRAN |

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor  : M.HH-4.HN.03.05 TAHUN 2024
Tanggal : 14 Agustus 2024

PENGERTIAN TINGKAT PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2023

Nilai tertinggi yang diperoleh dari keseluruhan aspek pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) adalah 100 (seratus). Adapun peringkat atau kategori yang digunakan
sebagai hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH untuk periode Tahun 2023 terbagi atas:

1. Kategori EKA ACALAPATI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu “Eka” = Pertama
dan “Acalapati” = Paling Tinggi. Dengan demikian kategori Eka Acalapati dalam penilaian
Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai paling tinggi dalam
pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi Anggota JDIHN lainnya. Anggota JDIHN
dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 76 s.d.
100;

2. Kategori DWI TUNGGA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu, “Dwi" = Dua
dan “Tungga" = Tinggi. Dengan demikian kategori Dwi Tungga dalam penilaian Anggota JDIHN
dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH. Anggota
JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 51
s.d. 75;

3. Kategori TRI BUNTARA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu “Tr" = Tiga dan
‘Buntara” = Bersemangat, dengan demikian kategori Tri Buntara dalam penilaian Anggota
JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang sedang bersemangat untuk menuju
pengelolaan JDIH yang lebih baik. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN
yang memperoleh hasil penilaian antara 26 s.d. 50:

4. Kategori CATUR DANDANI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu “Catur’ = Empat
dan “Dandani” = Mempersiapkan. Dengan demikian kategori Catur Dandani dalam penilaian
Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang masih dalam tahap persiapan.
Anggota JDIHN dengan kategorl ini adalah Anggota JDIH yang memperoleh penilaian antara
0 s.d. 25.

HAK ASASI MANUSIA,




LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HMH-4.HN.03.05 TAHUN 2024
Tanggal : 14 Agustus 2024

HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS! HUKUM NASIONAL
TAHUN 2023
I. KEMENTERIAN
No. T Nama Instansi Nilai
 Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100) " T
1. | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi SRt Suls 100
. Kementerian Sosial Q9
3. | Kementerian Ketenagakerjaan 99
4. | Kementerian Kelautan dan Perikanan = 99
5 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan 99
Ekonomi Kreatif
6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 98
7. | Kementerian Komunikasi dan Informatika 98
'8. | Kementerian Keuangan : S e8]
5 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 97
Perencanaan Pembangunan Nasional
10. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 97
11. | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 97
12. | Kementerian Perhubungan ' 97
13. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan o 96
14. | Kementerian Perdagangan - 96
15. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 94
_16. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 94
Indonesia
17. | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 93
18. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 92
19. | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 90
20. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 89
21. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 88 |
22. | Kementerian Agama 83




B

No. Nama Instansi Nilai
23, | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 80

24. | Kementerian Luar Negeri ' 79

25. | Kementerian Sekretariat Negar: 78

26. | Kementerian Pertanian 76

Kategori DWI TUNGGA (Nilai 51 s.d. 75)

27. | Kementerian Dalam Negeri 73

28. | Kementerian Pertahanan 72

29. | Kementerian Perindustrian 69

30. | Kementerian Kesehatan 68
;‘ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 66

Kebudayaan

32. | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 61
LEMBAGA NEGARA

No. | Nama Instansi Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)

1. | Mahkamah Agung - 98

2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 98

3 Badan Pemeriksa Keuangan 97 |

4. Ombudsman Republik Indonesia 96

5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 95

6 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 87
Kategori DWI TUNGGA (Nilai 51 s.d. 75)

7. Komisi Yudisial 72
8. Mahkamah Konstitusi 66
9. | Komisi Pemberantasan Korupsi .. 63

LEMBAGA NON-STRUKTURAL
No. Nama Instansi Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)
. Badan Nasional Pengélcg Perbatasan 98
2, Komisi 'Aparatur Sip_il Negara 97 |




No. Nama Instansi Nilai
3. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas " o 96
4, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 95
5. Komisi Pemilihan Umum 95
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum 94
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 89
8. | Komisi Informasi Pusat 89
9. Otoritas Jasa Keuangan 86
10. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 77
Kategori DWI TUNGGA (Nilai 51 s.d. 75)
11. | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 72
' . Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 65
Bebas Batam
13. | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 64
IV. LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN
No. Nama Instansi Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100) -
1 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme T
2. Badan Pelindungan Pekerja Migran indonesia 95
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan 94
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 94
5. Badan Narkotika Nasional 93
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 93
8 Radio Republik Indonesia 92
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 91
g Badan Pangan Nasional 91
10. | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 90
11. | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 90
12. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 89
13. | Arsip Nasional Republik Indonesia 89
14. | Lembaga Administrasi Negara 89
15. | Perpustakaan Nasional 88
16. | Badan Informasi Geospasial S 88




No. Nama Instansi Nilai
17. | Badan Riset dan Inovasi Nasional 86
18. | Kejaksaan Agung Republik indonesia _ 86
'19. | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) 86
20. Badan Standardisasi Nasional 80
21. | Badan Pengawas Tenaga Nuklir 78
Kategori DWI TUNGGA (Nilai 51 s.d. 75) B
22. | Badan Siber dan Sandi Negara 75
23. | Televisi Republik Indonesia 74
24. | Badan Pusat Statistik 69
25. | Tentara Nasional Indonesia 67
26. | Badan Kepegawaian Negara 66
27. Kepolisiarf"ﬁé_gjéra Republik indonesia o 59
V. PROVINSI
No. Nama Instansi Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100) - B
1. Provinsi Bali 99
2. Provinsi Jawa Barat 98
3. Provinsi Jawa Tengah g7
4. | Provinsi Banten 97
5. Provinsi Jawa Timur 96
6. | Provinsi DKI Jakarta 95 |
7. | Provinsi Lampung I o 94
‘8. | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 92
9. Provinsi Sumatera Utara 92
10. | Provinsi Bengkulu ..__ s - 92
11. | Provinsi Kalimantan Timur‘ 91
12, | Provinsi Kalimantan Barat 83
13. | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 83|
14. | Provinsi Nusa Tenggara Barat 83
15. | Provinsi Sulawesi Selatan 82
16. | Provinsi Aceh 82




=i

No. Nama Instansi Nilai
17. | Provinsi Papua Barat Daya s 80
18. | Provinsi Sulawesi Tengah o ™ 79
19. | Provinsi Kalimantan Tengah T 78
| 20. | Provinsi Kalimantan Utara 77
21. | Provinsi Jambi 77
22 | Provinsi Sulawesi Barat 77 |
Kategori DWI TUNGGA (Nilai 51 s.d. 75)
23. | Provinsi Riau . 75
24. | Provinsi Kepulauan Riau 75
25. | Provinsi Sumatera Selatan - 69
26. | Provinsi Nusa Tenggara Timur ) 68
27. | Provinsi Sumatera Barat ) 66
28. | Provinsi Kalimantan Selatan a i 61
| 29. | Provinsi Maluku Utara : T e
30. | Provinsi Sulawesi Utara | &8
31. | Provinsi Gorontalo 56
32. | Provinsi Papua Barat 55
VI. KABUPATEN
No. i Nama Instansi Provinsi Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 5.d 100)
1. Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 98
2. .K_égﬁpaten Sukoharjo Jawa Tengah 97
3. Kabupaten Batang Jawa Tengah 97
4, Kabupaten Tegal N ~ Jawa Tengah 97
5. Kabupaten Semarang Jawa Tengah 96
6. Kabupaten Mimika Papua Barat 96
T Kabupaten Magelang Jawa Tengah 96
8. Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 96
9. Kabupaten Bandung Baraf Jawa Barat | o6
10 Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 96
11. | Kabupaten Jember Jawa Timur 95




No. Nama Instansi Provinsi Nilai

12. | Kabupaten Demak Jawa Tengah ) 95

13. | Kabupaten Gianyar Bali 95

14. | Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 95

15. | Kabupaten Purbalingga T Jawa Tengah 95

16. | Kabupaten Lebak Banten 94

17. | Kabupaten Cianjur Jawa Barat 93

18. | Kabupaten Tuban Jawa Timur 93

19. | Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 93

20. | Kabupaten Temangguné Jawa Tengah 93

21. | Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 93 |

22. | Kabupaten Gresik Jawa Ti.mur 93

23. | Kabupaten Sragen Jawa Tengah 92

24. | Kabupaten Karawang Jawa Barat 92

25. | Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 91

26. | Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 91

27. | Kabupaten Blora Jawa Tengah §'1

28. | Kabupaten Banjarmnegara Jawa Tengah 91

29. | Kabupaten Pama!éng 1 ‘Jawa Tengah 91

30. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 91

31. | Kabupaten éogor Jawa Barat 90

32. | Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 90

33. | Kabupaten Way Kanan Lampung a0

34. | Kabupaten Majalengka Jawa Barat 90
35, Kabupaten Bangii """""" Bali 9

36. | Kabupaten Kudus _ Jawa Tengah 89

37. | Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur 89

38. | Kabupaten Kendal Jawa Tengah 89

39. | Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 89

40. Kabu;;ate_n Banjar Kalimantan Selatan 89

41, | Kabupaten Brebes Jawa Tengah 89

42. | Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Béaz;ka Belitung | 89

43. | Kabupaten Klaten Jawa Tengah 89
44, Kabupaten Buleleng - Bali 89#*




<10-

No. Nama Instansi Provinsi Nilai
45, Kabupatef; Lampung Tengah Lampung 89
46. | Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 88
47. | Kabupaten Pasuruan : : Jawa Timur 88
48. | Kabupaten Purworejo B Jawa Tengah 88 |
49. | Kabupaten Tanah Datar Sumaie%a Barat 88 |
50. |Kabupaten Serang M Banten | 88
51. | Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 88
52, Kabupaten Kampar Riau 88
53. Kabupatén Berau Kalimantan Timur 88
54. | Kabupaten Sumedang Jawa Barat 88
'55. | Kabupaten Situbondo o Jawa Timur | e
56. | Kabupaten Pati Jawa Tengah 87 il
57. | Kabupaten Tasikmalaya B Jawa Barat 87
58. | Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan 87
59. | Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 86
| 60. | Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 86
61. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 86
62. | Kabupaten Karangasem Bali k' 86 |
63. | .Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara 85 |
64. | Kabupaten Rembang Jawa Tengah 85
65. | Kabupaten Subang Jawa Barat 85 |
66. | Kabupaten Tangerang Banten o 85
67. | Kabupaten Jembrana Bali 85
68. | Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah i 85
69. Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 85
70. | Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta 85
71. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta 85
72. | Kabupaten Bolaang Mongondow ' Sulawesi Utara 84
73. | Kabupaten Bintan " Kepulauan Riau 84
74. | Kabupaten Cirebon Jawa Barat 84
75. | Kabupaten Belitungh Kepulauan Bangka Belitung 84
76. | Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 84
77. | Kabupaten Malang Jawa Timur 84




-29-

XIV. UPT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No. ' Nama Instansi | Nilai




||

PENGAYOMAN Laman ; www.bsk.kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEG! KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JI. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438

Nomor :PPH-OT.03.03-322 11 November 2024
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Bupati Kabupaten Grobogan
di tempat

1. Rujukan

a.

b.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Tahun 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian

Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.0T.03.01 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun
2020-2024;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04,0T.03.02 Tahun 2023
tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian
Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M,HH-02.LT.01.02 Tahun 2024
tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-
hal sebagai berikut:

d.

b.

Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan;

Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka
mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun
2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan
dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan;

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah 98.92 dengan
kategori AA (ISTIMEWA) . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

- No ' Variabel dan Indikator Bobot | Nilai

Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk | _
melakukan harmonisasi regulasnzMemperkuat koordinasi untuk | 25 22.6
melakukan harmonisasi regulasi




Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:

a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan
yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-
undangan

c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah

18

15.6

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan
harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
Pemerintah Daerah

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan
harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3.6

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan
harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal
dari Kepala Daerah

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang
hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat
pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam
pengambilan keputusan baik secara langsung atau online

Kompetensi perancang peraturan perundang undangan (Iega!_.
drafter) yang berkualitas .

Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-

undangan

Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-
undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi

Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-
undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang

12

12

i

 Kualitas re-regulasi atau ‘deregulasi berbagan peraturan

perundang-undangan berdasarkan hasil reviu

30

27

Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-
undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah
dalam rangka re- regulasi atau deregulasi

Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang
berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum
tahun penilaian

10

10

Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan
perundang- undangan di daerah

Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam
melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah
berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan
deregulasi

| 20

20

Pengelolaan JDIH terlntegra5| sesuai dengan Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

20

20

_NILAJ TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

100

94.6




d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat
hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

 No ~ Variabel dan Indikator - Saran Perbaikan

Tingkat keordmasi Kementerian Hukum an'|
| HAM untuk melakukan harmonisasi [
regulasi/Memperkuat koordinasi untuk |
melakukan harmonisasi regulasi

Pengajuan permohonan pengharmonisasian
sesuai dengan:

a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018
tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan perundang-undangan yang
dibentuk di daerah oleh perancang peraturan
perundang-undangan

¢. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.,HH-01.PP.02.01 Tahun
2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan
permohonan harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari
Pemerintah Daerah

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan
b permohonan harmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan
permohonan harmonisasi Rancangan
Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari
Kepala Daerah

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi
pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang hukum,
2 dan/atau DPRD di daerah dalam rapat
pengyharmonisasian yang memiliki
kewenangan dalam pengambilan keputusan
baik secara langsung atau online

Kompetensi perancang peraturan |
I ~ perundang- undangan (iegat drafter) yang |
~ berkualitas

Kebijakan pembinaan Perancang peraturan
perundang-undangan

Keikutsertaan pejabat perancang peraturan
2 perundang-undangan dalam kegiatan
pengembangan kompetensi




Pengembangan kompetensi perancang
3 peraturan perundang-undangan melalui
kegiatan pelatihan fungsional Perancang

Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagas
peraturan perundang-undangan berda ]
| hasil reviu

Kebijakan tentang anal|5|s dan evalua5|
peraturan perundang- undangan yang sudah
berlaku (existing) di tingkat daerah dalam
rangka re- regulasi atau deregulasi

Proporsi jumlah peraturan perundang-
undangan di daerah yang berhasil di evaluasi
sesuai target pada satu tahun sebelum tahun
penilaian

Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan
3 evaluasi peraturan perundang- undangan di
daerah

Tingkat keterlibatan pejabat fungsional
Analis Hukum dalam melakukan analisis dan
4 evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di
Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan

deregulasi
v | Penataan Da’ base Peraturan Perundang-
- undangan e = _
* Catatan: Nilai = 91 berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Hukum
dan HAM Nomor M.HH-4.HN.03.05
Tahun 2024 tentang Hasil
Penilaian Kinerja Pengelolaan
Pengelolaan |DIH terintegrasi sesuai dengan Jlr?fr;rnn%:sri] Hl?k?Jll('r:J r;:s?otlfasllTa(:\ig
1 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi

2023

* Rekomendasi: * Konsisten
dalam Pengelolaan JDIH sesuai
dengan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum

Hukum

3.Pada tahun Penilaian 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Leading
Institutional IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA /PEMDA TAHUN 2023:

Maskl Alduir Nilal TS

f(x) = Xo+ (Xmax — Xo0).80%

Dimana :

Fin} = Nilal akbir TRH

Ko = Nilui awal bastansd

Hman = Hikal smasimon tujuan
Koofisten poogali = 0,8 (0%}




Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

Mol o R RIS Ieee e Nilai :
1 Nilai Awal 94.60
2 Nilai Apresiasi 4,32
3 Nilai Akhir 98.92

4, Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan
apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan beserta seluruh jajaran
dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Hukum
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

4. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a.n. Menteri Hukum

Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

s ard B

Dr. Y. AMBEG PARAMARTA
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